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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September

1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi

berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
ba b be
<
) ta t te
(S
& sa $ es (dengan titik diatas)
jim J je
C
- ha h ha (dengan titik di bawah)
. kha kh ka dan ha
C
s dal d de
R zal z zet (dengan titik diatas)
ra r er
J
X zak z zet
J
sin S es
S
P syin sy es dan ye 4
L sad $ es (dengan titik dibawah)
2 dad q de (dengan titik dibawah)
b ta t te (dengan titik dibawah)
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5 7a zet (dengan titik dibawah)
C ‘ain cen b, koma terbalik keatas
: gain ge
& .
k_b fa ef
3 qaf ki
_,_\ kaf ka
J lam el
mim m em
r
o nun en
wawu we
J
ha ha
-]
. hamzah apestof
a e
$ y y
2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
o Fathah a a
— kasroh i i
i dammah u u

X




Contoh: 5" - kataba L5 - yazhabu

i -faala J — su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Huruf Huruf
- Fathah dan ya ai adani
3 —;- Fathah dan au adanu
wawu
Contoh: Le:f - kaifa :J}; — haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama

Huruf Tanda
.. fathah dan alif a a dan garis di
atau ya atas
‘;7 kasroh dan ya i i dan garis
diatas
) , - dammah dan a ~ udangars |
T wawu diatas




Contoh:

JU - gala :J:i - gila
s - rama J 54 — yaqiilu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbutah hidup
ta marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah
/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah itu ditransliterasikan dengan hq (h)

contoh:
Jubs ?i isy, Raudah al-atfal
0 );ll Ayl al-Madinah al-Munawwarah
dod] Talhah

3. Syaddah (tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah

Xi




tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.
Contoh:

L, - rabbana

J;i — nazzala

. Kata Sandang.
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,

yaitu JI, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti

huruf gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyah, kata sandang yang diikuti
oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf
/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti
kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah,, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sambung atau hubung.

Contoh:
Jory - ar-rajulu
4l — al-qalamu
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7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun

itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal

kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
Hamzah di awal Js akala
Hamzah di tengah 045 ta’khudziina
Hamzah di akhir ] an-nau’u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupua huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa
dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan
kata ini dengan perkata.
Contoh:
Ol o b o) s  :wainnallaha lahuwa khair :r-razigin
Olyhly JSdl 1509 : faawfu al-kaila wa al-mizana
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9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

bl VL ol il g
10. Singkatan
SWT : Subhanahu Wa Ta’ala
SAW : Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
QS : Qur’an Surat
dkk : Dan kawan-kawan
hlm : Halaman
No : Nomor
Terj : Terjemahan
HR : Hadis Riwayat
KHI : Kompilasi Hukum Islam
t.t : Tanpa Tahun
tp : Tanpa Penerbit
Uu : Undang-Undang
PA : Pengadilan Agama
PP : Peraturan Pemerintah
PWT . Purwokerto
Pdt.G : Perdata Gugatan
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: Wa Ma Muhammadun Illa Rasul.

: Wa Laqad Ra’ahu Bi Al-Ufuq Al-Mubin



KATA PENGANTAR

gy g * { S Y ’J’;:S S T Sall uwsw\ , ‘u sl
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Manusia di ciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang
perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu, manusia diciptakan oleh Allah
SWT untuk mengabdikan dirinya dengan segala aktivitas hidupnya.
Pemenuhan manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas
hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup
manusia dengan aturan perkawinan.'

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada
semua mahluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi
manusia untuk beranak pinak, berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.2
dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai
dengan norma agama dan tata cara kehidupan masyarakat.

Pada asasnya suatu perkawinan adalah monogami namun demikian
beristeri lebih dari satu orang atau poligami dapat dibenarkan asalkan tidak
bertentangan dengan hukum agama yang di anutnya. Aturan yang menjadi

dasar kebolehan poligami di tuangkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3 :

! Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana. 2003), him. 22
2 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, terj, Muhammad Tahlib, (Bandung; al-Ma’arif, 1980),
him. §
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Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.
yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya”’{Q. S an-Nisa : 3)

Seorang suami yang akan melakukan poligami harus melalui prosedur
yang dijelaskan dalam Undang-undang. Antara lain dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi
pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari
seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.’

Dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dijelaskan bahwa seorang pria yang bermaksud kawin lebih dari
satu orang harus ada alasan-alasan yaitu (1) Isteri tidak dapat menjalankan
kewajibannya sebagai isteri; (2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit

yang tidak dapat disembuhkan; (3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut ini bersifat kumulatif

3 Depag RY, Al~qur ‘an Dan Terjemahnya, (Semarang: Wicaksana, 1994) hlm. 115

*Anonim, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum
Islam, (Surabaya: Arkola), him. 6




atau alternatif. Oleh karena itu, penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan
kepada hakim. >

Apabila alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sudah terpenuhi,
maka Pengadilan Agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syarat-
syarat tertentu secara kumulatif yaitu (1) persetujuan dari isteri atau isteri-
isterinya, kalau ada harus diucapkan di muka majelis hakim; (2) kemampuan
dari material dari orang bermaksud menikah lebih dari satu orang; dan (3)
jaminan berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Apabila ia sudah menikah,
jaminan berlaku adil ini dibuat dalam persidangan majelis hakim.

Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif maka
barulah Pengadilan Agama memberikan izin kepada pemohon. Kompilasi
Hukum Islam menjelaskan lebih lanjut dalam Pasal 56 : bahwa suami yang
hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan
Agama.7

Syarat-syarat pokok di atas harus dipenuhi, apabila salah satu syarat
pokok tidak dipenuhi maka pernikahan dapat dibatalkan. Pembatalan
perkawinan adalah pisahnya hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan
akad nikah dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi®
Mengenai pembatalan perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 22 Undang-

Undang Perkawinan yang berbunyi : perkawinan dapat dibatalkan apabila

* Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana
2006), him. 10

8 Ibid, him. 10

" Dept Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), him. 34

8 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
him. 37




para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.’
Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan
oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat
hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan
pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang
poligami. Namun, masih ada perkawinan poligami di tengah-tengah
masyarakat tanpa melalui prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan
dalam Undang-Undang yang berlaku. Perkawinan tersebut adalah perkawinan
poligami yang dilaksanakan oleh suami isteri dengan tanpa izin Pengadilan
Agama dan ini menjadi alasan pembatalan perkawinan seperti yang ditegaskan
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (a). Bahwa suatu perkawinan
dapat dibatalkan apabila; seorang suami melakukan poligami tanpa Izin
Pengadilan Agama.'” Meskipun perkawinan poligami telah sah dan tercatat di
Kantor Urusan Agama namun dalam kenyataannya perkawinan tersebut dapat
dibatalkan.

Seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto antara
SUHARTI binti RAHMAN (Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh,
Tempat kediaman di Rt.04/Rw.02, Wanareja, Kecamatan Wanareja,
Kabupaten Cilacap) dengan ASEP KUSMANA bin OTONG DAHLAN

(Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjan buruh, Tempat kediaman di Jalan

° Anonim, Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di
Indonesia, SSurabaya: Arkola, tt), him. 12

' Dept. Agama R, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral
Pembinaan Kelembagaan Agama lIslam, 2000), him. 40




Sunan Kalijaga Rt. 04/ Rw. 02 Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten
Cilacap)."

Dalam hal ini yang mengajukan gugatan atas pembatalan perkawinan
adalah isteri kedua (Suharti binti Rahman) karena tergugat (Asep Kusmana
bin Otong Dahlan) sudah mempunyai isteri yang sah dan belum pernah
diceraikan dan diketahui oleh penggugat beberapa hari setelah melakukan
perkawinan dengan Susilawati binti Rajiyo asalnya dari Bandung. Mengetahui
bahwa perkawinan dengan penggugat tanpa izin Pengadilan Agama sehingga
penggugat mohon perkawinannya untuk dibatalkan.

Berdasarkan data yang telah penyusun peroleh yaitu berupa Putusan
Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt. Pembatalan dengan alasan poligami tanpa
izin Pengadilan Agama dimana yang mengajukan gugatan tersebut adalah
isteri kedua karena suaminya melakukan poligami tanpa izin Pengadilan
Agama.

Dalam hal ini poligami dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama,
poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan
kekuasaan Negara, yakni harus ada izin dari Pengadilan Agama, tanpa izin
Pengadilan Agama perkawinan itu di anggap poligami liar, tidak sah dan tidak
mengikat, meskipun perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka penulis

bermaksud mengadakan penelitian sebagai bahan skripsi dengan judul

Y Salinan Putusan Nomor : 865/Pd1.G/2007/Pa.Pwt




“POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI

ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan

Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa Pwt)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan
diatas maka akan tersimpulkan suatu permasalahan yang menjadi kajian
dalam pembahasan judul yang akan penulis sajikan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :
a. Bagaimana proses penanganan kasus poligami tanpa izin Pengadilan
Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama
Purwokerto?

b. Apa akibat hukum dari pembatalan perkawinan dengan alasan poligami

tanpa izin Pengadilan Agama?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini akan penulis lakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan kasus poligami tanpa
izin Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan di
Pengadilan Agama Purwokerto.
b. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari pembatalan perkawinan

dengan alasan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.




2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain :

a. Untuk menambah wacana dan pengetahuan berupa penyelidikan ilmiah
tentang poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai salah satu alasan
pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Purwokerto.

b. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana hukum Islam dalam
menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan karena berpoligami
tanpa izin Pengadilan Agama kaitannya dengan Perundang-undangan

yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Apabila orang berbicara tentang poligami, maka langsung orang
mengira, bahwa agama Islam adalah sebagai pelopor memasyarakatkan
poligami. Padahal jauh sebelum adanya agama Islam poligami sudah banyak
di praktekkan oleh kaum terdahulu bahkan tanpa batas.

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam yang ditulis oleh Ahmad Azhar
Basyir, mengemukakan bahwa poligami telah dikenal Bangsa-Bangsa dunia
jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami. Dalam al-
Qur’an surat an-Nisa ayat 3 yang membolehkan perkawinan poligami. Dalam
konteks ayat sebelumnya, merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil
yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim.'? Untuk

menghindari jangan sampai orang berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim

v

'2 Ahmad Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 38



itu, seorang laki-laki dibolehkan kawin dengan perempuan lain dua, tiga,
sampai empat orang. Namun, itupun harus dengan syarat harus berbuat adil.
Apabila khawatir tidak akan berbuat adil, hendaknya ia kawin dengan seorang
saja. Perkawinan monogami lebih menjamin seseorang tidak akan berbuat
aniaya.

Dalam buku Figh Munakahat Karya Abdul Rahman Ghazaly.
Menganggap bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa
resiko atau madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut
fitrahnya (Human nature) mempuyai watak cemburu, iri hati, dan suka
mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika
hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami
itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara
suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik
antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal
perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan
mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh
dalam kehidupan keluarga yang monogamis.'*

Dalam buku Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan
AgamaTentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodagah.
Karya Bahder Johan Nasutian dan Sri Warjiyati. Dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk

beristeri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah isteri yang bersamaan

13 Abd Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 130-131.




terbatas hanya sampai empat orang isteri. Syarat utama yang harus dipenuhi
adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.
Apabila syarat tersebut tidak mungkin di penuhi maka suami dilarang beristeri
lebih dari satu orang. Disamping itu suami harus mendapat izin dari
Pengadilan Agama, jika suami tetap melangsungkan poligami tanpa izin
Pengadilan Agama poligami tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.'*

Dalam buku Kompilasi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional
karya Cik Hasan Bisri menegaskan jika diperhatikan ketentuan surat an-Nisa
ayat 3 derajat hukum perkawinan poligami adalah kebolehan. Kebolehan
itupun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa
permulaan Islam, dengan demikian poligami harus di dasarkan pada alasan
normatif. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami, alasannya
adalah sebagai berikut :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban.
b. Isteri sakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
c. Isteri mandul.

Dalam buku Hukum Perkawinan Islam Suatui Analisis Dari Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam karya Mohd. Idris
Ramulyo, apabila seseorang suami bermaksud hendak beristeri lebih dari
seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan
alasan-alasannya seperti dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada

'* Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Isiam Kompetensi
Pengadilan AgamaTentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shodagah, (Surabaya:
Mandar Maju, 1997), him. 19
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Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan
Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.'’

Dalam buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia karya
Abdul Mannan, bahwa perkawinan poligami atau perkawinan lebih dari satu
orang merupakan suatu hal yang di takuti oleh setiap kaum wanita.
Pelaksanaan poligami atau kawin lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh
peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal
yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya, biasanya hubungan
dengan isteri muda menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan
ibu ini menjurus kepada pertentangan yang membahayakan kelangsungan
hidupnya hal ini biasanya terjadi kalau ayah telah meninggal dunia.'® Agar
hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang
yang mempunyai isteri lebih dari satu orang maka Undang-undang ini
membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan
mengantisipasi lebih awal membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan
alasan dan syarat-syarat tertentu. Undang-Undang Perkawinan memberikan
suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu benar-benar
membawa manfaat pada mereka yang melaksanakan.

Dalam buku Nikah Sebagai Perikatan karya Achmad Kuzari,
mengatakan kalau kita mengkaji perihal poligami maka akan didapatkan

bahwa poligami itu dilaksanakan dengan berbagai motifasi. Ada diantaranya

'S Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Isalam Suatu Analisi Dari Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him.

184

' Abdul Mannan, Aneka Maslah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta:

Kencana, 2006), him. 10
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yang bermotif penyaluran kepuasan seksual, kemegahan diri, kebutuhan
ekonomis, menata pembagian kerja, memperoleh keturunan atau
mempertahankan bahkan meningkatkan mutu gen melalui regenerasi.'” Dan
motif-motif lainnya seperi misalnya Rasulullah SAW berpoligami mempunyai
motif untuk mendukung keberhasilan perjuangan menegakkan ajaran beliau.

Dalam buku Halal Dan Haram Dalam Islam karya Yusuf Qardhawi,
dijelaskan syarat yang dituntut Islam dari seorang muslim yang akan
melakukan poligami adalah keyakinan dirinya bahwa ia bisa berlaku adil
diantara dua atau isteri-isterinya dalam hal makanan, minuman, pakaian dan
nafkah. Barang siapa kurang yakin akan kemampuannya memenuhi hak-hak
tersebut dengan seadil-adilnya maka haramlah baginya menikah dengan lebih
dari satu perempuan'®

Dalam buku Pandangan Islam Tentang Poligami karya Siti Musdah
Mulia, bahwa praktek poligami dimasa Islam sangat berbeda dengan praktek
poligami sebelumnya. Perbedaan ini menonjol pada dua hal. Pertama, pada
bilangan isteri, dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat.
Pembatasan ini dirasakan sangat berat sebab laki-laki pada masa itu sudah
terbiasa dengan banyak isteri lalu mereka disuruh memilih hanya empat saja

dan menceraikan selebihnya. Kedua, pada syarat poligami yaitu harus mampu

'" Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995),

hlm. 164
'® Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam, (Surakarta: Era Intermedia, 2005),

him. 271
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berlaku adil, sebelumnya poligami itu tidak mengenal syarat apapun termasuk
syarat poligami. '°

Dari berbagai macam pendapat mengenai poligami sebenarnya ada hal
yang harus lebih di prioritaskan yakni masalah keadilan. Mengenai poligami
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan persyaratan yang
ketat yang harus dipenuhi bagi seseorang dalam melakukan poligami

Dalam Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi: “Pengadilan dapat memberi izin
kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan
lebih lanjut dalam Pasal 56 : ”bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari
satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.

Demikian syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi, apabila salah satu
syarat pokok tidak dipenuhi maka pernikahan dapat dibatalkan. Sesuai dengan
undang-undang perkawinan Pasal 22 yang berbunyi “perkawinan dapat
dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan”.

Perlu diketahui, bahwa sebelum adanya penelitian dengan judul
“Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Sebagai Alasan Pembatalan
Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :
865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt)” telah ada tema penelitian sebelumnya yang
mengkaji tentang judul yang hampir mirip dengan yang penulis angkat yaitu

skripsi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama

'° Siti Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian
Agama Dan Jender, 1999), hlm. 5
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Purwokerto Nomor : 150/2001 Tentang Pembatalan Perkawinan Tanpa Izin
Isteri” yang ditulis oleh Robiyatun (2003) dimana didalamnya dijelaskan
dalam kasus tersebut yang membatalkan adalah isteri pertama (sebagai
pemohon) karena mengetahui suaminya menikah lagi (sebagai termohon I)
dengan Isteri keduanya (sebagai termohon II) tanpa izin dari pemohon atau
isteri pertama gugatan ini juga di ajukan kepada Kantor Urusan Agama yang
menikahkan (sebagai termohon III) antara termohon I dengan termohon II
dalam putusannya pernikahan yang dilakukan oleh termohon I dengan
termohon II tidak memenuhi ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974
Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)dan Pasal 9, yis peraturan
pemerintah nomor 9 tahun 1975 Pasal 40 dan Pasal 41 dan Kompilasi Hukum
Islam Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59. Karena pernikahan dilakukan tanpa ijin
Isteri. oleh sebeb itu majlis hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut
harus dibatalkan dan dicoret dari daftar buku register Kantor Urusan Agama
yang menikahkan.?’

Sementara dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah pembatalan
perkawinan dengan alasan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama sebagai
Alasan Pembatalan Perkawinan Sehingga penelitian ini berbeda dengan
penelitian sebelumnya. Untuk itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian
terhadap Pengadilan Agama Purwokerto yang telah memutus perkara tentang
poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan.

Serta mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan

20 Robiyatun, Studi Analisi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor :
152/2001 Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Isteri, (Purwokerto: Skripsi Tidak
Diterbitkan, 2003)
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Pengadilan Agama Purwokerto dan menuangkannya dalam skripsi dengan
judul “POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI
ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan

Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt).

E. Metode Penelitian
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field
research) dengan obyek dan lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama
Purwokerto. Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan metode
deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang bertujuan untuk
menggambarkan keadaan atau status fenomena sosial mengenai gejala
terjadinya sesuatu.”’ Dalam hal ini fenomena sosial yang terjadi adalah
poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai pembatalan perkawinan.
2. Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam
rangka mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan rasional dan
juga dapat dipertanggungjawabkkan, penyusun menggunakan data-data
sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi

*! Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1996), him. 245
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motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yakni
pewawancara (interviwer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang
yang diwawancarai (interviewee).”Wawancara dalam hal ini
dilakukan pada majlis hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang
menyidangkan kasus pembatalan perkawinan dengan alasan poligami
tanpa izin Pengadilan-Agama tersebut
b. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal tertentu
atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, majalah, prasasti,
notulen, rapat dan sebagainya.?® Pengumpulan data yang penulis
lakukan berupa dokumen atau berkas perkara acara persidangan
tentang permasalahan poligami tanpa izin Pengadilan Agama serta hal-
hal yang berhubunagan dengan penelitian ini.
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
sebagai berikut :
a. Sumber Data Primer
Data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh
dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus.>* Sumber data

primer merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok

22 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah
Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta: RajaGarafindo Persada, 2006), him. 143

2 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), him. 202

2 Winarno Surakhmand, Pengantar Penelitian limiah, (Bandung: Tarsito, 1990), him.
134
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penelitian. Sumber data primer yang penulis gunakan terdin dari
literature yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Serta
peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini
adalah sebagai bertkut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

Islam (KHI).

2. Amar Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor
865/Pdt.G/2007/PA.PWT.
b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung
diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder
biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah
tersedia.”’ Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung
proses penelitian namun bukan merupakan sumber utama. Data
sekunder ini penulis gali dari wawancara dengan majlis hakim yang
menyidangkan kasus poligami tanpa izin Pengadilan Agama sebagai
alasan pembatalan perkawinan dengan Nomor
865/Pdt.G/2007/PA.PWT.

4. Analisis Data
Dalam menganalisa data-data yang telah di sajikan, penulis

menggunakan analisis isi (Content Analisis) sementara analisis isi sendiri

diartikan sebagai teknik apapun yang digunakan untuk menarik

% Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), him. 91
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kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara
objektif dan sistematis.”® Untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif
untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah
yang diteliti.

Kemudian dalam menyimpulkan data-data penulis menggunakan
kerangka berfikir deduktif. Cara berpikir deduktif yaitu suatu analisis data
dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian disimpulkan yang
bersifat khusus.”” Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari
pendapat fuqoha, dan hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang terkait

dengan penelitian ini.

F. Sitematika Penulisan
Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam
pembahasan,maka pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagai
dalam lima bab. Secara umum gambaran sistematika pembahasan skripsi ini
sebagai berikut :
Bab I berisi pendahuluan yakni yang mengemukakan latar belakang
masalah, penegasam istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

2% Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan,
(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), him. 8

»” Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian limiah Dasar Metode Teknik, (Bandung;
Tarsito, 1990), him. 143
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Bab Il membahas mengenai poligami dan pembatalan perkawinan
yang mencakup tentang poligami dan pembatalan perkawinan, baik dalam
hukum Islam maupun Perundang-undangan.

Bab III membahas tentang deskripsi kasus tentang poligami tanpa izin
Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan
Agama Purwakerto. Yang mencakup sekilas tentang Pengadilan Agama
Purwokerto, penyelesaian kasus poligami tanpa izin Pengadilan Agama di
Pengadilan Agama Purwokerto, meliputi proses berita acara persidangan dan
putusan perkara No : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt, serta dasar dan pertimbangan
hukum yang di pakai Pengadilan Agama purwokerto terhadap kasus poligami
tanpa izin Pengadilan Agama.

éab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi ini yang menjelaskan
tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto perkara
Nomor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt tentang poligami tanpa izin Pengadilan
Agama serta berisi analisis terhadap dasar dan metode pengambilan keputusan
hakim dan akibat hukum yang di timbulkan dari pembatalan perkawinan
dengan alasan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Bab V merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang
mencakup kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Disamping kelima bab
pembahasan skripsi yang telah dijelaskan diatas, pada bagian skripsi ini

terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.




BAB I

POLIGAMI DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Poligami
Islam membolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang
atau poligami dengan syarat berlaku adil terhadap para istri. Undang-Undang
Perkawinan lebih lanjut mengemukakan tentang prinsip- prinsip perkawinan,
Diantaranya bahwa Undang-undang menganut asas monogami. Hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan yakni karena hukum dan Pengadilan
Agama dapat mengijinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang
1. Pengertian
Kata-kata “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara
etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “iszri”. Jadi poligami itu
artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-
laki beristri lebih dari satu istri” atau “seorang laki-laki beristri lebih dari
seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.!
Poligami juga berarti ikatan perkawinan dalam hal mana suami
mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.’ Allah SWT
membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang isteri dengan

syarat berlaku adil.

' Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahai, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 129, Lihat
juga Abdul Mujieb, dkk, Kamus Istilah Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), him. 261
2 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2004), him. 43
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Dari arti kata diatas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah
ikatan perkawinan dimana seorang suami mempunyai beberapa orang istri
dalam waktu yang bersamaan dan dibatasi sampai empat orang dengan
syarat berlaku adil terhadap para istri.

. Dasar Hukum poligami
Aturan yang menjadi dasar kebolehan poligami dituangkan dalam

al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 3 :
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Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu
adalah Iebxh dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. An-
Nisa : 3).°

Mengenai hukum poligami dalam Islam, menurut imam Syafi’i
berdasarkan sunnah Rasulullah, tidaklah diperbolehkan beristri lebih dari
empat. Pendapat itu telah menjadi ijma’ (disepakati bulat) oleh para

Ulama, terkecuali golongan Syi’ah yang berpendapat bahwa orang boleh

beristrikan lebih dari empat orang sampai sembilan, bahkan ada diantara

mereka yang tidak membatasi suatu bilangan. Mereka ini bersandar pada

perbuatan Rasulullah yang beristrikan lebih dari empat sampai sembilan

5 Depag Rl, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Semarang: Wicaksana, 1994), him. 155
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bahkan sebelas istri dan anak serta meninggalkan sembilan janda. Akan
tetapi alasan tersebut ditolak oleh mayoritas ulama Islam  yang
disandarkan pada beberapa Hadis Rasulullah. Mereka berpendapat bahwa
apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu adalah merupakan keputusan bagi
beliau sebagai Rasul.®

Dalam Hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan

oleh Ibnu Majjah meriwayatkan dari Rasulullah sebagai berikut:
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Artinya : “Meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqiy:
mewartakan kepada kami husyaim dari Ibnu abu laila, dari
Syamardal, dari Qais bin al-Harist, dia berkata: “ketika masuk
Islam aku memiliki delapan isteri” maka aku datang menemui
Nabi SAW lalu aku ceritakan keadaanku itu kepada beliau.
Kemudian Nabi SAW bersabda pilhlah empat orang diantara
mereka”. (H.R. Ibnu Majjah). ’

Dengan hadis tersebut di atas Rasulullah jelas-jelas melarang orang
mempunyai istri lebih dari empat, sehingga Rasulullah menyuruh Qois bin
al-Harist menceraikan empat istrinya yang sudah dinikahinya ketika ia
masuk Islam.

Sebenarnya poligami sama tuanya dengan sejarah kehidupan umat

manusia, yaitu jauh sebelum agama Islam datang bangsa-bangsa terdahulu

6 Salim Bahrteisy dan Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jilid I1,
(Surabaya: Bina Ilmu, 2005), him. 310

7 Abdullah Shonhaji, dkk, Tarjamah Sunan 1bnu Majah, Jilid 11, (Semarang: as-Syifa,
1992), him. 676-677
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seperti Yahudi memperbolehkan penganutnya berpoligami bahkan tanpa
batas.

Bentuk poligami pun bermacam ragam, ada seorang laki-laki
mempunyai beberapa orang istri, ada lagi seorang laki-laki mempunyai
istri simpanan, di samping beberapa orang istri yang sudah ada, namun
demikian poligami merupakan salahsatu persoalan yang mendapat
perhatian al-Qur’an sebagaiman disebutkan:

»Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. an-
Nisa : 3).

Dalam pangkal ayat ini terdapat lanjutan tentang memelihara anak
yatim dan keizinan dari Allah untuk beristri lebih dari satu yaitu sampai
dengan empat.’

Dari ayat diatas Islam membolehkan poligami dengan mengawini
anak Yatim dengan syarat harus bersikap adil. Pada dasarnya manusia
sukar berbuat adil secara sempurna, maka perlulah manusia menjaga diri
untuk menetapi keadilan itu, kalau saja khawatir tidak akan dapat berbuat
adil maka hendaknya melaksanakan monogami atau kawin dengan satu

istri saja.’ Perlu diketahui bahwa surat an-Nisa ayat 3 diturunkan segera

setelah perang Uhud (4 H - 626 M). Ketika itu umat Islam banyak

8 Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran

(Yogyakarta: LKiS, 2003), him. 213

62

9 Zakiyah Daradjat, lmu Fikih Jilid II, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), him.
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berguguran di medan perang dan dibebani oleh banyak anak yatim, janda
dan tawanan perang. Untuk memelihara mereka dari perbuatan yang tidak
diinginkan, Allah SWT membolehkan untuk mengawini mereka. Tetapi
jika mereka takut akan menerlantarkan mereka dan sanggup memelihara
anak yatim tersebut maka Allah membolehkan mencari perempuan lain
untuk dikawini sampai empat orang.

Karena bagaimanapun juga seorang laki-laki tidak akan mampu
berlaku adil terutama dalam hal cinta meskipun ingin sekali berbuat

demikian sebagaiman disebutkan dalam Surat al-Nisa Ayat 129 :
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Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara

isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,

Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang

kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-
katung”. (Q.S. an- Nisa: 129)."°

Lebih lanjut at-Thabari memahami ayat tersebut di atas dalam

konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim yang ada dalam asuhan

walinya, dan juga perempuan-perempuan lain yang ada dalam asuhan

mereka, dia menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil

terhadap anak yatim dan terhadap perempuan-perempuan yang dikawini,

apabila laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap terhadap anak yatim

yang akan dikawininya, maka hendaklah ia mengawini permpuan-

10 Depag RI, Al-qur'an Dan Terjemahnya, (Semarang: Wicaksana, 1994), him. 168




25

perempuan lain yang ia sukai dua, tiga, maupun empat. Namun jika
khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap mereka maka, nikahilah satu
orang istri saja, jika masih juga kahawatir tidak bisa berlaku adil walaupun
terhadap satu orang istri, maka janganlah engkau menikahinya, akan tetapi
bersenang-senanglah dengan budak-budak yang kamu miliki, karena
mereka itu adalah milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak
menuntut hak sebagaimana hak perempuan-perempuan merdeka) yang

demikian itu lebih dekat kepada keselamatan dari dosa, aniaya dan

penyelewengan terhadap perempuan.“

Persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan
tanpa alasan, hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami
identik dengan alasan anak yatim karena dalam dua persoalan tersebut
terkandung masalah ketidakadilan. Untuk menghindari jangan sampai
orang berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, seorang laki-laki
dibolehkan kawin dengan syarat harus berlaku adil. Seandainya Islam
melarang poligami dan memaksakan monogami maka ini bukannya
merupakan sesuatu yang memberkati suku-suku bangsa sekarang yang
masih melakukan poligami tanpa batas. Bahkan seorang Raja Negro bisa
mempunyai tujuh ribu istri. Baginya perubahan itu akan terlalu mendadak
apabila sekonyong-konyong diturunkan menjadi satu, adalah suatu

kemajuan yang baik sekali apabila dengan menganut agama Islam jumlah

I Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan ... him. 214
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itu diturunkan manjadi empat.'? Sekalipun dibuka kesempatan untuk

beristri lebih dari seorang, seorang suami harus memenuhi syaratnya yang

amat berat yaitu adil, baik dalam masalah materi maupun immateri.

Lantaran sikap adil tersebut sulit dicapai oleh manusia pada umumnya,

Allah menekankan bahwa seorang suami hendaknya beristri satu saja.l3

3. Alasan Poligami Dalam Islam
Islam adalah agama fitrah yangs sejalan dengan tuntutan watak
dan sifat pembawa kejadian manusia. Oleh karena itu, Islam
memperhatikan kenyataan-kenyataan manusia, kemudian mengaturnya
agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan.
Dihubungkan dengan masalah perkawinan dapat dikemukakan
macam-macam keadaan yang memerlukan pemecahan sebagai berikut :

a. Apabila ada seorang laki-laki yang kuat syahwatnya, baginya seorang
istri belum memadai, apakah ia dipaksa harus hanya beristri satu
orang, dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan berhubungan
dengan orang lain di luar perkawinan. Dalam hal ini agar hidupnya
tetap bersih, kepadanya diberi kesempatan untuk berpoligami asal
syarat akan dapat berbuat adil dapat terpenuhi.

b. Apabila ada seoarang suami benar-benar ingin mempunyai anak
(keturunan) padahal istrinya ternyata mandul apakah suami itu harus

mengorbankan keinginannya untuk memenuhi tuntutan naluri hidup

12 yysuf Wibisono, Monogamy Atau Poligami Masalah Sepanjang Masa, (Jakarata:

Bulan Bintang, 1970), him. 57 .
13 |bnu Mas’ud, dkk, Figh Madzahab Syafi'i, Buku Il Muamalat, Munakahat, Jinayah,

(Bandung; Pustaka Setia, 2007), him. 324
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suami subur yang beristri mandul, ia dibenarkan kawin lagi dengan
perempuan subur yang mampu berketurunan.

c. Apabila ada istri yang menderita sakit sehingga tidak mampu melayani
suaminya, apakah suami harus menahan saja tuntutan biologisnya
untuk memungkinkan suami terpenuhi hasrat naluriahnya dengan jalan
halal kepadanya diberi kesempatan kawin lagi.

d. Apabila suatu ketika terjadi dalam suatu masyarakat jumlah
perempuan lebih besar dari jumlah laki-laki. Apakah akan
dipertahankan laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang istri saja.
Bagaimana nasib perempuan yang tidak sempat memperoleh suami
dan dalam waktu yang sama mampu menjamin kehidupan yang lebih

stabil jangan sampai terjadi permainan tindakan sewenang-wenang."*

B. Poligami dalam Perundang-Undangan

1. Alasan dan Syarat Poligami

Untuk menjaga agar kebolehan kawin poligami tidak disalah
gunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan
perkawinan, maka menurut ajaran Islam atas dasar maslahah mursalah

Negara dibenarkan mengadakan penertiban tetapi tidak berkecenderungan

untuk menutup sama sekali poligami.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami

yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita

39

14 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Y ogyakarta: UII Press, 2000), him.
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hanya boleh mempunyai seorang suami.”> Dan pengadilan dapat
memberikan izin kepada seorang yang akan menikah lebih dari seorang
dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu bahwa suami mampu berlaku adil
terhadap istri dan anak-anaknya. Apabila syarat tersebut tidak mungkin
dipenuhi maka seorang suami dilarang beristri lebih dari satu orang.
Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan
Agama. Jika seorang suami tetap melangsungkan poligami tanpa izin
Pengadilan Agama perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum Pengadilan Agama baru dapat memben izin kepada seorang suami
untuk berpoligami apabila ada alasan yang tepat sebagaimana yang diatur
dalam Undang-undang. 16

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal
3 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan dapat memben izin kepada seorang

suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-

2 17

pihak yang bersangkutan”.

Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur

dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun

1974.

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang

akan beristri lebih dari seorang apabila:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai scorang istri.

15 Anonim, Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum

Islam Di Indonesia. (Surabaya: Arlfola, t.t), h]n'!. 6 o
16 Bahder Johan Nasution, dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam, Kompetensi

Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiai, Hibah, Wakaf Dan Shadaqah, (Bandung;:

Mandar Maju, 1997), him. 19 _ ,
17" Anonim, Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum

Istam, (Surabaya: Arkola, t.t), him, 6
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b. Isti mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.'®

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami
diatas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok
pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, apabila tiga alasan
yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah

tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia

(mawaddah dan rahmah).”
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan

persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang

sebagai berikut :

a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isterinya.

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

3) Adanya jaminan bahwa suam akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka.

b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu
mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama ®

18 1pid him. 6, Lihat juga Cik Hasan Bisri , Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam Dalam
System Hukum Nasional, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), him. 156
19 7ainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

him. 47
20 Anonim, Undang-Undang Perkawinan Di Indoneia ... him. 7, Lihat juga Cik Hasan

Bisri, Pasal 58, Kompilasi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional (Jakarta: Logos Wacana
limu, 1999), hlm. 57
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Penetapan syarat-syarat tersebut secara mutlak bukan berarti
melarangnya tapi juga tidak membuka selebar-lebarnya, karena menurut
Abu Zahrah berpendapat bahwa tidak terdapat dalam teks ayat al-Qur’an
yang menghalangi pemerintah untuk menetapkan syarat-syarat yang
mengantar pada keadilan.”

Kasus-kasus poligami yang terjadi jika ditinjau dari perspektif
keadilan sangat sulit sekali. Walaupun suami tersebut mampu dalam segi
materiilnya tetapi belum tentu mampu dari segi moril dalam pembagian
terhadap istri-istrinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan pemikiran
lebih matang

Islam memberikan persyaratan yang lebih utama dalam poligami
dengan dasar al-Qur’an surat an-Nisa ayat 3 bahwasannya Allah SWT
membolehkan berpoligami sampai empat orang istri dengan syarat mampu
berlaku adil kapada mereka istri dan anak-anaknya.

Kalangan Syi’ah maupun Sunni talah merujuk dengan mengutip

Sabda Nabi SAW:
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Artinya: Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah:
mewartakan kepada kami dari Hammam, dari Qatadah, dari an-
Nadr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abi Hurairah, dia

Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Bad, aka::t.a: Lentera Hati, 2005), him. 179
225p., Abdullah Muhammad bin Yazid-Fn Majjah Ibn Majjah, Sunan Ibmi Majjah, Jilid

11, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), him. 618

2 M. Quraish Shihab, Perempuar : Dari; ‘inta Sampai Seks Dari Nikah Mut 'ah Sampai
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berkata: Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa mempunyai
dua orang istri lalu ia lebih condong kepada yang satu dari
yang lain, kelak dia akan datang pada hari kiamat dalam
keadaan sebelah badannya terjatuh (miring kebawah).

Ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan poligami
seperti telah diuraikan diatas mengikat semua pihak-pihak yang yang akan
melangsungkan poligami dan apabila mereka melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan pasal-pasal di atas dikenakan sanksi pidana.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak
yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan
kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita
dan tujuan perkawinan itu yakni rumah tangga yang kekal abadi atas dasar

cinta dan kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT. Oleh karena itu

segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi

terwujudnya tujuan perkawinan tersebut mesti dihilangkan atau setidaknya

dikurangi.
Status hukum poligami adalah mubah, mubah dimaksud sebagai

alternatif untuk beristri hanya sebatas empat orang istri, hal ini ditegaskan

oleh Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya

sampai empat orang istri; .

b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku
adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

c. Apabila syarat utama yang dfsebgt pa@a ayat (22) tidak mungkin

dipenubi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. 3

a.

B pepag RI, Kompilasi Hukum Islam  Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jendral
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), him. 34
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Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan

dalam prosedur pelaksanaan poligami.

. Prosedur Poligami

Seorang suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi

prosedur yang telah diitetapkan oleh Undang-Undang. Dalam Pasal 40
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila
seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Hal ini diatur

lebih lanjut dalam Pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam uraiannya sebagai berikut :

Pasal 56 :

a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin
dari Pengadilan Agama,

b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut
tata cara sebagaimana diatur dalam BAB VIII Peraturan Pemerintah No.

9 Tahun 1975;
c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat

tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.**

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang

akan beristri lebih dari seorang apabila:

menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.

a. Isteri tidak dapat
badan atau penyakit yang tidak dapat

b. Isteri mendapat cacat

disembuhkan. N
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami

kemudian ia memeriksa berdasarkan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam:

S
slam ... him. 34

% pepag Rl, Kompilasi hukum I
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a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin

lagi.
b. Ada atau tidaknya persetujuan isteri baik persetujuan lisan maupun

tulisan.
c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan

hidup isteri-isteri dan anak-anak. Dengan memperlihatkan :
1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani

oleh bendahara tempat bekerja; atau

2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.”

Pasal 58 ayat (2)

Dengan tidak mengurangi Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan
secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun ada persetujuan tertulis,
persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang
Pengadilan Agama.

Namun apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi
pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan
putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Kalau sang istri tidak mau memberikan persetujuan dan
permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah
satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57 Pengadilan
Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan
mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama.

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak
yang bersangkutan melalui izin Pengadilan Agama, setelah dibuktikan

kemaslahatannya, dengan kemaslahatan dimaksud terwujudnya cita-cita

dan tujuan cinta dan kasih sayang.

him. 48

25 zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
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C. Pembatalan Perkawinan

. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Untuk mengetahui arti dari pembatalan perkawinan terlebih dahulu
akan dijelaskan arti dari pembatalan itu sendiri. Pembatalan berasal dari

kata batal/bathil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang

dilakukan oleh mukallaf tanpa memenuhi rukun atau syarat yang telah

" ditentukan. Lawan dari batil/batal adalah sah yaitu suatu pekerjaan yang

dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut bahasa kata “batil” atau “batal” berarti tidak terpakai,
tidak berfaedah, rusak, dan sia-sia. Secara istilah “batil” berarti terlepas
atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarak serta tidak adanya
pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syariat.”®

Batal bisa juga disebut “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap
suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Juga
perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama”. Jadi secara umum
batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawianan karena

tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya. Atau sebab

lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.”’

Pengertian pembatalan perkawianan menurut Amir Syarifuddin

adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan

205

% Anonim, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: lkhtiar Baru Van Hoeve, 1997), him.

27 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 141
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tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau
karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum perm'kahan.28
Menurut Zainuddin Ali pembatalan perkawinan adalah “Batalnya
hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah”.*”
Dari beberapa definisi tentang bembatalan perkawinan di atas
dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan ialah putusnya
hubungan antara suami dan istri karena tidak memenuhi syarat dan rukun

dalam perkawinan pembatalan perkawiana dapat dinilai setelah keputusan

pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam pembatalan perkawinan disebutkan dengan
kata fasakh, karena pembatalan perkawinan dalam hukum Islam tidak
ditemukan. Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kh yang

secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan

perkawinan berarti membatalkan perkawinan.

Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan
akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu hal yang
baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan setelah perkawinan
berlangsung. Fasakh terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya

dalam melakukan perakawinan. Sehingga perkawinan tidak sah dan dapat

dibatalkan.

Dan Undarng-{ Jndang Perkawinan, (J

him. 37

28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawianan Islam Di Indonesia Antara Figh Munakahat
akarta: Prenada Media, 2004), him. 242

Zainiddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
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Perkataan fasakh berarti “mencabut atau membatalkan™ asalnya
adalah dari pokok kata yang berarti mencabut (sesuatu yang resmi)
didalamnya terkandung pengertian bahwa “fasakh ini memperlihatkan

kekuasaan qgadli Islam untuk membatalkan suatu perkawinan atas

permintaan pihak Istri” %

Jadi pembatalan perkawinan atau fasakh dalam Islam merupakan
putusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri setelah
diketahui tidak terpenuhinya syarat sahnya dalam melakukan perkawinan
baik diketahui sebelum perkawinan maupun setelah terjadinya suatu
perkawinan.

Fasakh dilakukan oleh hakim atas permintaan istri tanpa menunggu
persetujuan suaminya. Hal tersebut dapat berlaku apabila hakim sudah
memperoleh kepastian atas kecurangan suami terhadap istrinya. Baik
disebabkan oleh penyakit maupun aniaya terhadap istrinya.3 !

Fasakh dapat pula diminta oleh suami kepada pengadilan. Bahwa
suaminya merasa tertipu bahwa istrinya masih gadis ternyata sudah bukan
gadis lagi. istrinya yang dulu tampak berambut indah ternyata setelah
kawin diketahui rambutnya palsu. Secara garis besar suami kemudian
menjumpai bahwa pada istrinya terdapat hal-hal yang tidak mungkin
mendatangkan ketentraman dan pergaulan baik dalam hidup perkawinan
yang semula tidak diketahuinya dapat mengadukan kepada pengadilan

untuk minta di fasakh perkawinannya.

% Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

1985), him. 62

31 Abdul Mijieb, dkk, Kamus Istrilah Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 75
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Fasakh dapat juga disebut sebagai putusnya perkawinan atas
kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada
suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan
perkawinan itu dilanjutkan.*

Fasakh dapat pula dimintakan oleh kedua belah pihak suami dan
istri, misalnya anak-anak yang dikawinkan walinya, setelah mereka baligh
mempunyai hak khiyar, apakah akan melangsungkan perkawinan ataukah
akan minta fasakh, hak khiyar ini sebenarnya tidak harus diajukan bersama
antara suami dan isteri, tetapi dapat pula diajukan oleh salah satunya.
Khiyar ini diberikan kepada mereka agar sejalan dengan prinsip
perkawinan dalam Islam, yaitu dilakukan dengan sukarela antara kedua
belah pihak yang bersangkutan.

Fasakh yang memerlukan keputusan pengadilan ialah yang
disebabkan oleh hal-hal yang kurang jelas, sepeti fasakh yang terjadi
karena istri musyrik (bukan ahli kitab) menolak masuk Islam atau Agama
Ahli Kitab, padahal suaminya telah masuk Islam, untuk meyakinkan
apakah istri benar-benar menolak atau tidak diperlukan keputusan
pengadilan.

Fasakh yang tidak memerlukan keputusan pengadilan atau dapat

dikatakan fasakh yang terjadi atas kekuatan hukum ialah fasakh yang
discbabkan oleh hal-hal yang cukup jelas, seperti diketahui adanya

hubungan mahram antara suami dan istri.

2 Amir Syarifuddin, ... him. 197
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Alasan-alasan fasakh yang menurut Madzhab Hanafi adalah

sebagai berikut:

™mO a0 o

Pisah karena suami istri murtad.

Perceraian karena tidak seimbangnya status (kufu) atau suami tidak

dapat dipertemukan.3 3
Menurut Madzhab Syafi’i adalah sebagai berikut:

Pisah karena cacat salah seorang suami atau istri.
Perceraian karena berbagai kesulitan (i’sar) suami
Pisah karena li’an.

Salah seorang suami istri itu murtad.

Perkawinan itu rusak (fasad).

Tidak ada kesamaan status.

Fasakh dengan keputusan pengadilan dapat juga diminta oleh istri

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a.
b.

C.

Suami sakit gila.
Suami menderita penyakit menular uang tidak dapat diharapkan

sembuh. Seperti penyakit lepra.
Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan

hubungan kelamin karena impotent atau terpotong kemaluannya.
Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah

terhadap istri.
[stri merasa tertipu, baik mengenai nasab, keturunan, kekayaan atau

kedudukan suami.
Suami mafqud, hilang tanpa berita dimana tempatnya dan apakah

masih hidup atau telahgmeninggal dunia dalam waktu cukup lama
(misalnya empat tahun ).

Dari segi alasan terjadinya fasakh ini secara garis besarnya dapat

dibagi kepada dua sebab yaitu :

33 A Rahman Do’i, Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan, (Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 19

96), him. 309

34 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : UNl Press, 2000)

him. 86
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Pertama: perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung temyata
kemudian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, baik tentang
rukun maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut tidak terdapat
halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan. Bentuk ini dari
segi diselesaikannya di pengadilan terbagi kepada dua:

a. Tidak memerlukan pengaduan dari pihak suami atau istri atau dalam
arti hakim dapat memutuskan dengan telah diketahuinya kesalahan
perkawinan sebelumnya melalui pemberitahuan oleh siapa saja.
Umpamanya akad nikah tidak dilakukan di hadapan saksi, sedangkan
hukum yang berlaku menyatakan bahwa saksi itu adalah rukun dalam
perkawinan, atau yang menikahkan adalah laki-laki yang kemudian
ternyata adalah ayah angkat, hal ini menyalahi ketentuan tentang wali.
atau salah satu pihak keluar dari agama Islam, hal ini menyalahi
persyaratan yang keduanya harus beragama Islam, atau antara suami

istri itu ternyata bersaudara atau persusuan, perkawinan seperti ini

harus dibatalkan oleh hakim, baik suami atau istri suka atau tidak

karena yang demikian menyalahi hukum.

b. Mesti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri atas dasar masing-
masing pihak tidak menginginkan kelangsungan perkawinan tersebut.
Dalam arti bila keduanya setuju atau rela  untuk melanjutkan
perkawinan, perkawinan tidak harus dibatalkan. Umpamanya,

perkawinan yang dilangsungkan atas dasar adanya ancaman yang tidak

dapat dihindarkan. Hal ini menyalahi persyaratan kerelaan dari pihak
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yang melangsungkan perkawinan, bila ancaman tersebut telah hilang
sebenarnya masing-masing pihak dapat mengajukan pembatalan
perkawinan. Namun, bila keduanya telah rela untuk melanjutkan
perkawinan, perkawinan tidak dibatalkan oleh hakim.*

Kedua : fasakh yang terjadi karena pada diri suami atau istri
terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin
dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada
suami atu istri keduanya tersebut. Fasakh dalam bentuk ini dalam figh
disebut dengan khiyar fasakh.

Pada dasarnya hukum fasakh itu adalah mubah atau boleh, tidak
disuruh tidak pula dilarang. Namun bila melihat kepada keadaan dan
bentuk tertentu hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.

Adapun hikmah dibolehkannya fasakh itu adalah memberikan
kemaslahatan kapada umat manusia yang telah dan sedang menempuh
hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan
hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan
yaitu kehidupan sakinah, mawaddah, warakhmah dan atau perkawinan itu
akan merusak hubungan antara keduanya mestinya tidak mungkin
melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi, hal-hal yang
memungkinkan keluar dari kemelut itu adalah perceraian.

Fasakh dalam bentuk pertama diatas tidak dibicarakan secara

khusus dalam kitab-kitab figh, alasannya ialah bahwa perkawinan itu jelas-

35 Abd. Rahman Ghazaly, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesi %
Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 243-244 esia Antara Figh
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jelas tidak memenuhi persyaratan perkawinan atau terdapat padanya
halangan (mawani) nikah. Dalam ketentuan umum yang disepakati semua
pihak ialah bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau
terdapat padanya mawani tersebut dinyatakan batal.

Ketentuan batal itu berlaku untuk memulai (ibtida’) dan juga
berlaku untuk melanjutkan (dawam). Ulama sepakat bahwa bila kesalahan
atau kekurangan itu terjadi sebelum berlangsung maka wajib dihindarkan
atau dicegah dan bila terjadi setelah berlangsung wajib dibatalkan.

Fasakh yang banyak dibahas dalam hampir semua kitab-kitab figh
adalah fasakh dalam bentuk kedua tersebut di atas. Yaitu fasakh yang
discbabkan oleh karena terjadinya sesuatu pada suami atau istri, atau
keduanya yang tidak memungkinkan dilanjutkan ikatan perkawinan yang
dalam kitab figh disebut dengan khiyar fasakh.

3 Pembatalan Perkawinan Dalam Perundang-Undangan

Meskipun  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 hanya

menyangkut “pembatalan” saja, tetapt dalam praktek pelaksanaan
Undang-undang tersebut yang menyangkut hal pembatalan perkawinan
mencakup substansi dalam “nikahul fasid” dan “nikahul bathil” >

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para

36 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta:
Kencana, 2006), him. 44
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pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”’
Sedang dalam penjelasannya disebutkan pengertian “dapat” dalam Pasal
ini adalah bisa batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya tidak
menentukan lain. Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu
perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan
bisa dibatalkan. Apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya, Pengadilan
Agama dapat membatalkan perkawinan dapat dibatalkan. Dijelaskan lebih
lanjut dalam Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
barang siapa karena perkawinan masih terikat dininya dengan salah satu
dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan yang baru

dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-

Undang ini.”®

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan

pembatalan perkawinan di Indonesia Kompilasi Hukum Islam Pasal 70

secara rinci menjelaskannya sebagai berikut :

Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan
akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun

s he 9y

salahsatu dari ke empat istrinya itu dalam “/ddah Talak Raj'i”.
Seseorng menikahi istrinya yang telah dili’annya.

Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak
olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria
tersebut dan telah habis masa ‘iddahnya.

Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan
darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang
menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 1

Tahun 1974, yaitu. .
a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke

atas.

i

w N

Islam Di Indonesia, (Surabaya : Arkola, t.t

37 Anonim, Undang-Undang Pfrf:l‘w”;’; Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hkum
, him.

3% 1bid, him. 13



US|

43

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan
antara seorang dengan saudara neneknya. ’

c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu
atau ayah tirinya.

d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan
saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan; ’

Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari

isteri atau isteri-isterinya.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan alasan-alasan yang

dibenarkan dalam Undang-Undang. Kompilasai Hukum Islam Pasal 71

menyebutkannya sebagai berikut :

a.
b.

c.
d.

Seorang suami malakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih ménjadi
istri pria lain yang mafqud;

Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam ‘iddah dari suami lain.
Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,
Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali

yang tidak berhak;
Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan."’

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada

Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan

dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami maupun ditempat istri.

Adapun pihak-pihak yang diperbolehkan mengajukan pembatalan

perkawinan disebutkan dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari

suami atau isteri.

Suami atau isteri.
Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut

undang-undang.

¥ Depag
Pembinaan Kelembagaan Agam

RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Vakarta: Di
a Islam: 2000), him. 40 a: Direktorat Jendral

4 pepag.RI Kompilasi Hukum Islam  di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral

Pembinaan Kelembagaan Agama

Islam: 2000), him. 41




d. Para pihak yang berkepenﬁngan yang mengetahui adanya cacat dalam
rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.*

Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh
orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yaitu dilakukan oleh orang
tertentu harus berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang pada garis besarnya menurut Sudarsono adalah

sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap asas monogami.

Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat.
Suami atau isteri berada dibawah pengampuan.

Belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang.

Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan undang-undang.
Perkawinan dilaksanakan tidak didepan pejabat yang berwenang

menurut undang-undang.*’

AU LN~

Tuntutan pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila terjadi

pelanggaran terhadap asas monogami. Dalam hal ini tuntutan pembatalan

dapat dilakukan :

Suami atau isteri dari perkawinan terdahulu.
Suami atau isteri dari perkawinan saat ini.

Keluarga sedarah dalam garis ke atas.
Setiap orang yang berkepentingan atas kebutuhan tersebut.

Kejaksaan atau pemerintah.

N

Didalam Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-
Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut mengenai beberapa masalah
penting yang berkaitan erat dengan pembatalan perkawinan. Batalnya
suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Ketentuan ini

Pembinaan Kelembag
Nomor 1 Tahun 1974 ‘ ,
Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), him. 109

RI Kompilasi Hukum Islam  di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral

41 Depag.
aan Agama Islam: 2000), him. 41, Lihat juga Pasal 23 Undang-Undang

42 g, darsono, Hukum
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didalam Pasal 37 yang didalam penjelasannya diuraikan dengan mengingat
bahwa suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh, baik terhadap
isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan
untuk menghindarkan tujuan pembatalan suatu perkawinan oleh instansi
lain diluar ‘Pengadi]an.43 Secara teoritis Undang-Undang Nomor | Tahun
1974 menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap
sendirinya batal menurut hukum (van recht wegwnierif) sampai ikut
campur tangan Pengadilan.

Pembatalan perkawinan atas dasar putusan Pengadilan itu
diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang
bersangkutan. Pihak ketiga dan masyarakat yang sudah terlanjur
mengetahui adanya perkawinan tersebut. Jadi, legalitas pembatalan
perkawinan yang diatur oleh Perundang-undangan yang berlaku lebih luas
jangkauannya dari “nikahul bathi” dan “nikahul fasid” sebagaimana yang
disebut dalam kitab-kitab figh tradisional.

Yang penting untuk dicermati rumusan Kompilasi Hukum Islam
lebih jelas merinci pembedaan alasan pembatalan perkawinan yakni :

a. Pembatalan atas pelanggaran larangan, batal demi hukum (Pasal 70)
b. Pembatalan atas pelanggaran syarat, dapat dibatalkan ( Pasal 71 ).H
Sama halnya dengan pencegahan, pembatalan perkawinan

diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan

campur tangan penguasa, yakmi Pengadilan Agama. Dengan demikian

3 rhid. him. 108
4 Cik Hasan Bisri, ... him. 60
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batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
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BAB III

POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN AGAMA SEBAGAI ALASAN

PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA

PURWOKERTO

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwokerto

1.

Masa Sebelum Penjajahan
Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 16 Aprl 1582 pada

masa pemerintahan kerajaan Pajang yang merupakan kerajaan Islam di

Jawa. Setelah kerajaan Pajang runtuh maka kabupaten Banyumas berada

ditangan kerajaan Mataram.

Dalam kerajaan Mataram terdapat ciri dalam menempatkan bidang

agama sebagai bagian dari pemerintahan Modin, Kayim, Lebai, dan

sebagainya yang selalu ada disamping kepala desa. Pada tingkat

Kecamatan atau Kawedanan Bupati didampingi oleh seorang Patih untuk

bidang-bidang pemerintahan umum dan seorang penghulu kabupaten

dibidang Agama. Pada tingkat pusat kerajaan Mataram dijumpai jabatan

kanjeng penghulu kabupaten berfungsi pula sebagai hakim pada majelis

Peradilan Agama yang ada pada waktu itu. (Daniel S. Lev, Peradilan

Agama di Indonesia, alih bahasa H. Zaeni Ahmad Noeh)

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pada masa kerajaan

Mataram tersebut kabupaten Banyumas telah ada pula majelis Pengadilan

Agama yang bertugas menyelesaikan sengketa antara umat Islam dalam

47
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bidang perkara-perkara tertentu dan bertindak sebagai hakim adalah

penghulu kabupaten.]
. Masa Penjajahan Belanda

Pengadilan Agama Purwokerto yang wilayah yurisdiksinya
meliputi sebagian wilayah Kabupaten Banyumas, termasuk diwilayah

tanah Jawa yang kemudian menjadi tanah jajahan Belanda. Dengan

Demikian Pengadilan Agama Purwokerto dengan sendirinya mengikuti

pula peraturan-peraturan perundangan yang dibuat oleh pemerintah Hindia

Belanda.
Berdasarkan Stb, 1882 Nomor 152 tentang pembentukan

Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang dinyatakan mulai berlaku

pada tanggal 1 Agustus 1882 Nomor 152 maka secara resmi Pengadilan

Agama diakui sebagai peradilan yang sah diwilayah jajahan Belanda

ketika itu ketua yang dirangkap oleh seorang pejabat Advisseur Bij De

Landraad atau yang popular dengan sebutan “penghulu landraad”

Sesuai dengan Stb. 1973 Nomor 116 kekuasaan dan kewenangan

Pengadilan Agama yang sebelumnya meliputi masalah kewarisan yang

berkaitan dengan perkawinan telah dikurangi dan akhirnya terbatas pada

hal-hal sebagai berikut :

a. Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami istri yang beragama

Islam. . _ .
b. Perkara-perkara lain tentang nikah, thalak, rujuk dan perceraian antara
orang yang peragama Islam. |
c. Memeriksa dan memutus perceraian dan menyatakan bahwa syarat

untuk jatuhny2 talak digantungkan sudah ada/memenuhi syara.t

Pengadilan Agama Purwokerto

! Dokumentasi
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d. Memeriksa dan memutus
. gugatan nafkah dan mas kawi
dibayar serta_hak-hak bekas isteri yang diceraikan seper]:iy::fi:lflgg?l

uang mut’ah.”

3. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang Pengadilan Agama tetap
dipertahankan berdasarkan Peraturan Peralihan Pasal 3 Undang-Undang
Bala Tentara Jepang (Osamu Saire). Pada tanggal 7 Maret 1942 No. 1

Pengadilan Agama masuk dalam Kementrian Kehakiman (Shibobu) dari
Gunseikanbu dan disebut dengan Sooriyo Hooin. Pada masa penjajahan

Jepang mulailah tertata arsip-arsip di kantor Pengadilan Agama

Purwokerto tahun 1938 s/d 1945, yang dalam putusan Pengadilan Agama

disebutkan sebagai ketua Sooriyo Hooin Mohammad Dirdja. Adapun yang

menjadi anggota majelis Pengadilan Agama pada saat itu adalah :

H. Aboemansoer (Badal Pengadilan)
R. Abdul Ali (Loerah Khotib)
Masjhoodi (Guru Agama Islam)
Minhadj (Naib Ajibarang)
Masngoed.3

. Masa Kemerdekaan

pada saat permulaan Indonesia merdeka maka Pengadilan Agama

berada dibawah Kementrian Kehakiman Baru setelah berdiri Kementrian

Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Maka, berdasarkan Penetapan

Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946 Pengadilan Agama

dipindahkan dari Kementrian Kehakiman dan masuk Kementrian Agama

2 Dokumentasi Pengadilan Agama Purwokerto

3 Ibid
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6. Berlakunya Undang-
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Sejak Indonesia merdeka, Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin
oleh ketua Pengadilan Agama berturut-turut sebagai berikut :

1) K. Muhammad Dirdja (Tahun 1938-1945)

2) K. H. Aboemansoer (Tahun 1946-1949)

3) K. Ach. Bunyamin (Tahun 1950-1963)

4) K.H. Ach. Mudtassir (Tahun 1963-1975)

5) Drs. H. Syamsuhadi Irssyad, SH (Tahun 1875-1988)

6) Drs. H. M. Basiran Yusuf, SH (Tahun 1988-1997)

7) Drs. HM. Djamhuri Ramadhan (Tahun 1997-2000)

8) Drs. HM. Zubaidi SH (Tahun 2000-2002)

9) 9.Drs. H. Munasib Zainuri SH (Tahun 2002-2007)

10) Dra. Hj. Siti Muniroh, SH, M.Si (Tahun 2007-Sekarang) .*

. Masa Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Setelah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
berlaku secara efektif maka sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 maka tugas-tugas Pengadilan Agama semakin besar, karena

talak yang dijatuhkan suami yang selama ini tidak harus dilakukan dimuka

sidang Pengadilan Agama sckarang harus dilakukan dimuka sidang

Pengadilan Agama. Demikian pula perkara-perkara izin poligami,

dispensasai kawin, jzin kawin, dan gugatan cerai dari istri. Adapun

perkara-perkara lain yang menyangkut perkawinan yang belum diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetap belum menjadi

kewenangan Pengadilan Agama. Dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 maka jumlah perkara yang ditangani meningkat

drastis.”
Undang Nomor 7 Tahun 1989

adilan Agama Purwokerto

4 pokumentasi Peng
5 [D)ghlmentasi Pengadilan Agama Purwokerto
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Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahum 1989
tentang Peradilan Agama maka kedudukan Pengadilan Agama semakin
kuat sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.
Kekuasaan Pengadilan Agama juga bertambah sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam ayat (1)

meliputi :

a. Perkawinan;
b. Kewarisan, wasiat

Islam;
c. Wakaf dan shadagah.

dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini

maka hakim anggota honorer yang selama ini sangat berjasa bagi

perkembangan pengadilan Agama scjak zaman penjajah Belanda, Jepang

dan setelah Indonesia merdeka harus diberhentikan karena tidak

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 31 Undang-Undang

tersebut.
pada Pengadilan Agama Purwokerto sebelum lahirnya Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat sembilan (9) orang hakim honorer

yaitu

R. Soetardjo

K. Mahtum Ilyas
. K. Anwar

. Solichin

. Masngudi

. Munir

. K. Sadali

_ A Mujahid S'I;,I
Hadi SiswoY' 0.

Pengadilan Agama Purwokerto

6 Dokumentast
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Pada masa awal berlakunya Undang-undang ini di Pengadilan

Agama Purwokerto terdapat empat (4) orang hakim yamg tetap yaitu :

Drs. M. Basyiran Yusuf (Ketua Pengadilan Agama )
Drs. Ashari Anas (Wakil Ketua)

Drs. H. Syahidi, SH (Anggota)

Drs. Amin Munthohar (Anggota).

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

tentang perubahan Undang-Und

rubah dengan

Diawali dengan lahimya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

ang Nomor 14 Tahun 1970 dan terakhir di

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

kehakiman menentukan :

a. Badan

-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial

berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasan

Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang

tersebut, yang cudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke

Mahkamah Agung.

Pengalihan organisasai, administrasi, dan finansial dari 4 lingkungan

yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha

ke Mahkamah ASUD
sing lingkungan peradilan di atur lebih lanjut dengan

Negara g dan ketentuan-ketentuan pengalihan

untuk masing-ma

g—Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan

serta dilaksanakan secara bertahap selambat-

Undan

masing-masing
un. Sedangkan bagi lingkungan Peradilan

lambatanyad 5 (lima) tah

Agama waktunya tidak ditentukan.

-

7 Ibid

A
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u 1tu Mahkamah Agun membentl.lk tlm kel’ja k
"ah n t untu

mempersiapkan segala sesuatu
nya termasuk pera
ngkat Peraturan

P -
crundang-undangan yang akan mengatur lebih lanjut, sehi
, sehingga

Peradila - 1
n Agama saat 1tu sedang memerankan eksistensinya setelah
etela

berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahk
ahkamah

Agung dan pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19
un 1989

menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

d. Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2
un 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 secara tegas menyeb
yebutkan

bahwa ~’penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dimaksud dal
am

pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradil
cradiian

yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingk
, lingkungan

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, d
, dan oleh

sebuah Mahkamah Konstitusi”.

e. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004

untuk pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi d
’ i dan

Bahwa
finansial maka seluruh  badan-badan ,
peradilan di Indonesi
onesia
sebagaimana disebutkan pada pasal 2 ayat (2) m |
aka terhitung sej
g sejak

tanggal 30 Juni 2004 Pengadilan Agama dialihkan dari D
epartemen

Agama ke Mahkamah Agung. 8

gama Purwokerto

8 Dokumentast Pengadilan A
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8 Masa Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Unda
- ng

Nomor 7 Tahun 1989 dan setelah di undangkannya Undang-Und
g-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama ini, maka keduduk
9 (41 an

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di
an di

Indonesia yang tadinya menangani perkara perdat menjadi mena i
ngani

perkara tertentui sebagaiman Pasal 2 yang bebunyi : “Pengadilan A
: gama

adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari
ncari

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaim
ana

dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Dan kekuasan Pengadilan Agam
a

juga bertambah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Und
- ang

Nomor 3 Tahun 2006 meliputi :

Perkawinan;
waris,
Wasiat,
Hibah;
Wakaf;
Zakat;
Infaq;
Shadaqah dan
Ekonomi Syariah.
maksud dengan bidang Perkawinan yang diatur dalam

TER MO A0 o

Yang di
Undang-Undang Nomor 1 Tafun 1974 tentang Perkawinan antara lain

adalah :

a. lzin beristri jebih d

ari seorang;

Unda" _Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006)

9 Anomm, emen
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006) him
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b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang b i
(dua puluh satu) tahun, dalam hal rang tuagwili gtauc ll?:u:: r:sc;::l -
garis lurus ada perbedaan pendapat; 5 a
Dispensasi kawin;

Pencegahan perkawinan;

Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah,

Pembatalan perkawinan;
Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
Perceraian karena talak;
Gugatan perceraian,
Penyelesaian harta bersama,

Mengenai penguasaan anak-anak;
Tbu dapat memikul biaya pemeliharan dan pendidikan anak bila mana

bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

atau tidaknya seorang anak;

Putusan tentang sah
Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua,

Pencabutan kekuasaan wali;

Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal
kekuasaan seorang wali dicabut;

Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup
umur (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya,

Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah

kekuasaanya,
t. Penetapan asa

u. Putusan tentang

melakukan perkawinan campuran,
ang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-

v. Pernyataan tent .
r 1 Tahun 19;704 tentang perkawinan yang dijalankan

Undang Nomo .
menurut peraturan yang lain.

SETS @O A0

3

aB o8

=

| usul seorang anak;
hal penolakan pemberian keterangan untuk

B. Kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto

1. Kompetensi Absolut
Kompetensi Jbsolute  yaitu kekuasaan pengadilan  yang
perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan

berhubungan dengan jenis

demen Undang-Undang Peradilan Agama .. him. 86

10 Aponim, Aman
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pengadilan dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan

atau tingkatan pengadilan lainnya.'’

Adapun yang menjadi kekuasaan absolute Pengadilan Agama
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49

yaitu “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus

dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yan
3 g

beragama Islam” dalam bidang :

Perkawinan,
Waris;

Wasiat,

Hibah;

Wakaf;,

Zakat,

Infaq;

Sodaqah;
Ekonomi syariah.

TER ™SO a0 o

. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif yaitu kekuasaan Pengadilan Agama yang satu

jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan Kekuasaan

Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya.”* Guna mengetahui
yurisdiksi relatif agar pard pihak tidak salah mengajukan gugatan atau
permohonan yakni ke pengadilan Agama mana orang akan mengajukan
perkaranya dan juga berhubungan dengan hak eksepsi tergugat. Pasal 4
ayat (1) Undang—Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

menyebutkan bai%? «pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota

| peradilan Agama Di Indonesia, (lakarta : Kencana, 2006), him. 139

1
A. Basi DJah
q “nclem en Ul ndang.Undang Peradilan Agama .. him. 18

12
Ammm
13 A Basiq D, Ja“ (138
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K
abupaten/Kota ~ dan  Daerah hukumnya  meliputi
jputi  wilayah

» 14

Kabupaten/Kota”™.
Pada dasarnya keduduk
an Pengadilan A
gama berada diwila
yah

Tbukot
ota Kabupaten dan Kota yang daerah hukumnya meliputi wil
wilayah

Kabupaten atau Kota it
, tetapi tidak menutu
p kemungkinan
adanya

pengecualian. Tiap Pengadilan A
gama mempunyai wil
ayah hukum

da] .
am keadaan te! te!ltu SEt Elgi I F‘ Ellg : L Ellia“’ IIll‘!lgl(i!l lebih m k]
ung ‘n

kurang.
Adapun yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan A
gama

Purwokerto meliputi sebagian wila
yah Kabupaten Ban
yumas yang terdiri

dari 16 Kecamatan meliputi 148 Desa dan 25 Kelurahan

Klasifikasi kompetensi relatif Pengadi
gadilan Agama Purw
okerto

dengan rincian wilayah sebagai berikut

Purwokerto Selatan
Purwokerto Timur
Purwokerto Utara
Purwokerto Barat
Kecamatan Karang Lewas
Kecamatan Kedung Banteng
Kecamatan Baturraden
Kecamatan Cilongok
Kecamatan Ajibarans
Kecamatan Pekuncen
Kecamatan Gumelar
Kecamatan Lumbir
Kecamatan Wangon
Kecamatan J atilawang
Kecamatan purwojati
Kecamatan Rawalo.”

ndemen Undang-Undang Peradilan Agama ... hi
.. him. 3

14 Aponim, A&

; ATITERQ MO Q0 o
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C. Kasus Poligami Tanpa lzin Pengadilan Agama di Pengadilan Agama

Purwokerto

1. Deskripsi Kasus Poligami Menurut Undang-Undang
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini."®

Peradilan Agama merupakan salah satu dari tiga peradilan khusus

di Indonesia. Sebagai peradilan khusus, Peradilan Agama mengadili

perkara-perkara perdata tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu

saja. Dengan perkataan lain Pengadilan Agama hanya berwenang dibidang

perdata Islam tertentu saja dan hanya untuk orang-orang Islam di

Indonesia. Oleh karena itu, Pengadilan Agama disebut scbagai peradilan

Islam di Indonesia yang pelaksanaanya secara limitatif telah disesuaikan

(demutatis mutandiskan) dengan keadaan di Indonesia.

Dalam proses berperkara menurut syari‘ah, berlaku asas-asas

sebagai berikut :

a Setiap orang yang cakap bertindak dapat berperkara di Pengadilan
Agama secara Jangsung atau dengan perantaraan wakilnya.
b. Penggugat dan tergugat harus hadir kedua-duanya serta didengar
keterangannya masing-masing.
c. Pemanggilan pihak-pihak yang berperkara harus dilakukan dengan
d. lgztrllnakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang berperkara.
rakan secara terbuka kecuali mengenai yang

e. Peradilan diselenggd
kut kehormaia? dan masalah keluarga, selain itu dapat

ngadilan Agama Purwokerto

15 entasi Pe '
16 %ﬁ;ﬁ; Amandemen {ndang-Undang Peradilan Agama ... him. 3
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1) Kekuasaan atau yurisdiksi absolut maupun relatif dari suatu badan

2 l;;egadilzn tergantung dari tauliyah Negara.

ada dasarnya masyarakat berhak mem

3 keadilan dari negara secara cuma-Cuma. peroleh  pelayanan
Badan peradilan hanya satu tingkat a;

: ' gar rk
diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat?eTei:\Zi (:iac‘i):l:
menutup kemungkman penyelenggaraan peradilan dilakukan
melalui beberapa tingkat demi tercapainya keadilan.

4) Bﬁla salah satu mendalilkan bahwa ia mempunyai hak, sedan
pihak lainnya yang membantah berkewajiban, untui

membuktikannya.
5) Peristiwa yang telah terbukti menjadi landasan hukum dalam

memutuskan perkara tersebut.
6) Bayyinah atau alat-alat bukti menurut syari’ah terdiri dari ikrar
(pengakuan), persaksian, surat, garinah atau persangkaan kuat

dan

7) Hakim mengadili berdasarkan hukum. 17

Dalam memberikan keputusan baik berupa putusan maupun

penetapan semua pengadilan dilingkungan Peradilan Agama berpedoman

pada Kketentuan-ketentuan yang mana gejala penctapan dan putusan

pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasamya juga
harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang

atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk

bersangkutan

mengadaili, sebagaiman Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Agama
Nomor 3 Tahun 2006."

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan
orang dan Pengadilan jug? membantu para pencari keadilan dan berusaha
segala hambatan dan rintangan untuk

dkk, Hulum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia

17 Sualikin Lul;js, %6
(Jakarta: KlgnAci‘;?;im, 4mandemen Undang-Undang Peradilan Agama ... him. 56
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tercapainya Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 58

ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006) 19

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama berarti
1

pengadilan ini bertindak menerima, memeriksa, dan memutuskan seti
setiap

ohonan atau gugatan pada tahap awal dan paling bawah. Pengadilan

perm
Agama bertindak seba

dili pada tahap awal setiap pe
terhadap permohonan atau gugatan perkara yang

gai peradilan sehari-hari menampung, memutus dan

menga rkara yang diajukan oleh setiap

pencari keadilan. J adi,

diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat
pertama, dia harus menerima, memeriksa dan memutus perkara atau

rsebut. Dalam pasal 56
»pengadilan tidak boleh menolak untuk

permohonan € ayat (1) Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 menyebutkarn

emutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

memeriksa danm

hukum tidak atat kurang melainkan wajib memeriksa dan

jelas,

memutusnya’ -
pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan

um acard perdata
g telah diatur secara khusus dalam Undang-

Agama adalah huk yang berlaku pada lingkungan

um, kecuali yan

Peradilan Um
mor 3 Tahun 2006)

4 Undang-Undang No

Undang ini. (Pasal 5
Dalam memeriksa 421 mengadili perkara  poligami tanpa izin
an menjadi alasan pembatalan perkawinan, tahapan-

Pengadilan Agama ¥
1 cgannya Sama dengan perkara-perkara yang

-

19 [pid, him. 55
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lainnya (cerai talak dan cerai gugat), cuma kalau perkara cerai gugat

sebagaimana dalam Pasal 73 ayat (1) bahwa yang bertindak dan

berkedudukan sebagai penggugat adalah “istri” pada pihak lain “suami”

ditempatkan scbagai pihak tergugat. Dengan Demikian masing-masing

telah mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, jalur

erai talak dan jalur Istri dalam cerai gugat.

suami melaui ¢

Pembatalan perkawinan atau fasakh pada dasamya terjadi atas

inisiatif pihak ketiga yaitu hakim setelah hakim mengetahui bahwa
itu tidak dapat dilanjutkan,
terdapat kesalahan, seperti tidak memenuhi

perkawinan baik karena pada perkawinan yang

telah berlangsung termy
g ditentukan maupun
mungkin dipertahankan untuk kelangsungan

persyaratan yan pada diri suami atau istri terdapat

kekurangan Yyang tidak
20 pMeskipun demikian, dal
erdasarkan tuntutan istri atau suami yang

perkawinan itu. am pelaksanannya pembatalan
pat diajukan b
h Pengadilan Agama

dapat dibenarkan ole
[ahi hukum pemikahan. Dengan demikian pembatalan

akukan dengan dalil
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

perkawinan da
atau karena pernikahan yang

terlanjur menya
atau alasan-alasan yang

perkawinan dapat dil
dibenarkan dalam Undang—Undang
24 dan 25- Peraturafl pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal
ilasi Hukum
rmohonan pembatalan perkawinan diajukan

Pasal 22, 23,
Islam Pasal 71.

37 dan 38 sertd Komp

pengajua" gugatan perceraian (Paraturan

Di Indonesia Antara Figih Munakahat

oddin, Huk™ :;tegikK . 2006), him. 243

Dan Undang-1 Jndang ¢
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Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 38 ayat 2). Dalam mengajuk
an

perceraian ke Pengadilan Agama harus menunggu waktu untuk sampai k
1ke

dalam proses persidangan. Waktu yang ditentukan majlis hakim dalam

pemeriksaan gugatan perceraian adalah selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) han setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di

kepaniteraan sesuai dengan Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Peradilan

Agama Nomor 3 Tahun 2006

Agar gugatan atau permohonan tersebut dapat diterima oleh

untuk didaftar sebagal pe
arus membayar persekot atau panjar biaya perkara

pengadilan rkara maka pihak atau pihak-pihak

yang mengajukannya h
mengingat peradilan perdata adalah peradilan yang terbiaya

——

e

Syarat ini
Undang Nomor 3 Tahun 2006.

bahwa biaya

TR

penggugat atau pernohon.
persekot atau U
g daripada sifat dan macam perkara. Adapun

ang muka yang harus dibayar oleh

Besarnya

t ini tergantun

penggugd
besarnya panjar biaya perkard tingkat pertama di Pengadilan Agama
purwokerto adalah sebagai berikut -
=< i Be
No Uraian L_____Sgrnya Keterangan
dius I )
g;‘yla panggilan n Radius [ (0- Rp.250.000  |1. Apabila masih
10 km) P- 2 X+T 3X ada sisa panjar
1 dikembalikan
' dan  apabila
/ kurang

ilan Agama ... him. 62

men U dan g—Umiang Peradi

21 pponim, AMe
]bld .

22 Aponim,
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ditambah

2. [ Biaya Materai Rp. 6000

Jumlah  Rp. 256.000
Panggillan  ikta + 2 X |Rp. 100.000
3. | panggilan radius I, sesuai

dengan radius tersebut diatas

Radius II
Biaya Panggilan Radius 1T (1 1- | Rp. 375.000 2. dalam waktu
180 hari, sisa

20km)P.2X+T.3X

1 panjar tidak

' diambil akan
diserahkan ke

kas Negara

]

5 | Biaya Materai
= Jumlah Rp. 381.000
Penggilan ikta + 2 X 'p@gglm Rp. 150.000
3. | radius II, sesudi dengan radius
__‘_—_,—-——-’-—-—_—t

tersebut di atas
Purwokerto

Pengadilan Agama

\Qr
PN
(]
S
o

Sumber *

yang diperlukan selama peradilan berjalan yang

Biaya-biaya
atau permohonan didaftarkan |

biaya proses.

persekotnya
aya kepaniteradan dan

b
di kepaniteraan yané rerdiri dart O
GKUM (Surat Kuasa Untuk

ara dan sejak o

Hasil penaksiran
ut diberi nomor perk

: eb
Membayar) kemudia? perkard ters
a pada kepanite

gai perkaf
kepada penggugat

a
resmi.
-

raan peng.g,adilan.23 Untuk

itulah resmi seb
atau kuasanya

muka tersebut
tanda perlel'i
harus memuat

qan dasar gugatan harus

dengan

uang

penerimaan
maan uang yang

as mengenai

diberikan kwitans! .
gambaran Yang jel

Suatu gugataﬂ

duduknya persoalaﬂ,

Jan Agama Dalam System 1ata

V/ i Pengadls
7" E/msteml

23
Taufig Hamé
; Bandung-

H
ukum Di Indonesia. (

N
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dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata bagian dari gugat
iri dari dua

ini disebut fundamentum petendi atau posila. Suatu posita terdi
bagian yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan

bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum.

Dalam surat gugat juga harus dilengkapi dengan petitum, yaitu hal-

hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan,

u diperintahkan oleh
gugat ini yang terpenting.”* Hakim wajib

ditetapkan dan ata hakim. Petitum ini harus lengkap

arena bagian dari surat

dan jelas k
petitum dan hakim dilaran

g untuk memutuskan

mengadili bagian dan
penggugal.

yang diminta oleh
an terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

pemanggilan kepada para pihak.

lebih daripada apa

Setelah surat gugat
Purwokerto, kemudian dilakukan
urusita. Panitera mene

Pemanggilan dilakukan oleh J

perkara, kemudian P

rima berkas baru

anitera memerintahkan kepada Jurusita untuk

ada kedua pihak penggugat dan tergugat

manggilan kP

melaksanakan P®
gan sidang yang ada di berkas

on. Jadi gesuai den
tuk mengantar surat panggilan, releas

jtera, oleh panitera dimasukkan berkas,

idang. Kalau hanya kurang dua hari

patut dan bisa batal demi hukum, jadi

um m hari sidang (4 han kelja) ’ Pada

imal emP
Hukum Acara Perdata Dalam

i PA, PWT), Tanggal 22 Oktober

3
U, anti
amtera P engg

25 yawancara
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n ah

mempertimb '
angkan jarak antara tempat tinggal atau tempat sebe
narnya

berdi i
iam para pihak dengan tempat pengadilan bersidang, tenggang waktu
) g Wi

manggil kedua belah pihak deng
kara itu harus segerd diperiksa, hal itu harus

antara me i ker)
an hari kerja, kecuali dalam hal

yang sangat mendesak per

disebut dalam surat perintah.
mengajukan gugatan atau perm

far dulu ke meja satu. Kemudian di meja

D
alam proses ohonan orang yang

erkara harus menda
a Pengadilan Agama, kem
lah penetapan majelis hakim ketua

mengajukan p
udian ditentukan PMH

satu dilimpahkan ke ketu:
elis Hakim) sete

(Penetapan M8
netapan Harl Sidang

(PHS). Setelah itu, ada

mengeluarkan surat Pe

jtera Pengganti

PHS adalah ketu
g Hari sidang pertama setidaknya 14 han

(P3)- Jadi yang menentukan PMH ketua

Penunjukan Pan

Pengadilan Agama dan
gadilan Agam
setelah pendaftara dan sidang pertama
apabild para pihak di luar wilayah

a majelis hakim yang ditunjuk

oleh ketua Pen
dibuka, kalau para pihak di dalam

hukum sidang pertama

kota, akan tetapt

sidak diketahui keberadaan atau alamatnya)

dapat dib
ohon ghaib (
dengan sidang dibuka empat bulan

tergugat ata term

tenggang waktV penda
apabila PEEE

fraran sampai
ugat atau
membuat adalah para pihak yang

termohon diluar negeri. Pada

lebih begitu Jug?

dasarnya setiap gugatan Yan
yang disertai posita atau

I
»
|
i
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awam dan berpendidikan rendah, sehingga dalam hal ini Pengadilan

Agama memberikan bantuan hukum untuk membantu membuat gugatan

(pelayanan bantuan hukum).*®

Dalam perkara pembatalan ini yaitu pembatalan perkawinan

alasan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, permohonan

dengan
awinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak

pembatalan suatu perk

ya kepada pengadilan
ckawinan atau di tempat tinggal kedua suami-

mengajukann yang daerah hukumnya meliputi

tempat berlangsungnya pe
juan permohonan pembatalan

isteri, suami atau steri. Dan tata caré pengaj
uai dengan tata cara pengajuan gugatan

perkawinan dilakukan S€S
yang perhubungan d
utusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan

perceraian Hal-hal engan pengadilan, pemeriksaan
rkawinan dan p
am pasal 20 sampai

2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9

pembatalan pe
dengan Pasal 36 Peraturan

tatacara tersebut dal

Pemerintah ini- (Pasal 38 ayat 1,

Tahun 1975).”

Setelah diadakan pemanggilan dan Penetapan Hari Sidang (PHS)
ete

untuk penggugat dan tergugat, maka sidang pertama

hapan-1ahaP

gai bel’ikl“ :

siap dilakukan sesuai

an hukum acara yang berlaku dilingkungan Peradilan

dengan ta

Agama yaitt seba

o Tahap Pembukaa® Sidans

tera Pengganti PA. PWT.). Tanggal 22 Oktober

wﬁd pilya, (Pani

26 yawancard Deng

200
’ 27 . Undang”
Anonin, a Al

Islam Di Indonesia. (Sur

Di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum

e ey

e - - o T T
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harus menyiapkan segala

Panitera sebelum persidangan dimulai,

sesuatunya untuk sidang. Dan setelah semuanya siap, Panitera melapor

ada ketua majelis hakim yang akan memeriksa perkara, dan ketua

ta kepada hakim anggotanya untuk bersiap-siap

kep:

majelis hakim memin
memasuki ruang sidang. Namun sebelum majelis hakim dan hakim
anggotanya masuk ruang sidang, panitera terlebih dahulu menunggu
g Kemudian majelis hakim memasuki ruang sidang dan

diruang sidang.
embuka sidang dengan mengucapkan lafadz

ketua majelis hakim m
menyatakan sidang dibuka dan tertutup untuk umum

«Busmallah” dan
Meskipun pada dasarnya menurut

sambil mengetuk palu 3 (tiga) kali.
asas hukum perdatd persidangan harus dalam keadaan terbuka untuk
rkawinan persidangan harus dalam keadaan

untuk sengketd PC

umun. Kecuali unt
arus tetap dalam keadaan terbuka untuk umum

umum,
uk acara persidangan pembacaan

tertutup untuk

i kepada Pani
Setelah sidang dibuka, maj pada Panitera
para plhak

eserta kuasa hukumnya apabila perkara

- angg untuk masuk keruang sidang untuk
untuk ME
dan tergugat b

an. Ke emudian maje
an tergugat)- Setelah itu majelis hakim

penggugat
ebut dikuasak

lis hakim mencocokkan identitas

ters

pcnggug at

para plhak (
mendamaikan kedua belah pihak,

n Pasal 143 ayat (2) KHI, dan Undang-Undang

or 3 Tahun 2006 Pasal 82 (ayat 4) yakni “selama

gama Nom

Peradilan A
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ckan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada

perkara belum diputu

setiap sidang pemen'ksaan”. Usaha ini dilakukan didalam persidangan,

amaian tersebut merupakan kewajiban hukum

ketentuan upaya perd
tuk dilaksanakan usahanya kepada

[kan kepada hakim un

yang dipiku
a didalam persidangan dan

para pihak yang berperker juga keluarganya

uk berusaha mendamaikan diluar pengadilan dan hasilnya

dianjurkan unt
amun, apabila penggugat

dilaporkan pada persidanga perikutnya. N
ndiriannya unt
an untuk pemeriksaan jdentitas P

yang dalam hal pe

n dart penggugat,
pertama adalah perdamaian

uk berceral, maka majelis hakim

tetap dengan P€
ara pihak, apabila cocok

melanjutk
rkara ini tidak

dalam surat gugal?

oleh kuasd hukumnya- Sidang

diwakitkan
tidak hadir sidang

an kedua. Dalam sidang

pemanggll
untuk berdamai, dan

bercerai.

memikirkan 13! akibat
Apabila perdama!a n be
Perdamaian tidak berhaSll

Pemeriksaau'n.28
an nasehat (upayad damai) kepada para

un tidak berhas
aka majelis hakim dalam

il pemeriksaan

mbacaa
PWT ) Tanggal 22 Oktober
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perkara ini membacakan gugatan dari penggugat. Setelah surat gugatan

kemudian dikonﬁnnasikan kepada penggugat tentang

dak, apakah akan menamb

lah selesai pembacaan gugatan

dibaca
ah isi gugatan atau

gugatannya betul atau ti

tidak apabila dirasa kurang. Sete
tergugat diberi hak untuk menjawab gugatan. Dalam hukum acara
a ini penggugat boleh mengubah,

m kesempatan acar

perdata dala
i atau memperbaiki

gugatannya sepanjang

menambabh, melengkap
dak menyimpans dari kejadian materiil (posita yang

penambahan itu ti
merasa tidak ada perubahan

abila penggugat

asar tuntutan)- Ap

menjadi d
ut yang intinya

da surat gugatan terseb

(bercerai) dengan segala akibat hukumnya.

ugat diberi b

dengan tetap pada pendirianny? pa

tetap ingin dibatalkan
ak untuk menjawab

Setelah pembacad” gu

gugatan.
. TahapJ awab J inawab
.1i adalah jawaban dari tergugat.

perikan kepada tergugat

uk tangkisan

psi yang ti
.« hakim dalam menangani perkara

rwenangﬂy
itu dapat pula mengajukan
amaan dengan itu
angkuta®
ik dart tergugat
g diakui oleh tergugat

kepada penggugat.

Rekonvenst yaitu
nggugat yan

dalam pernikahan
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yang sah dengan perempuan lain. Kemudian setelah adanya jawaban
dari tergugat dan penggugat tetap dalam pendiriannya maka acara

dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

tindakan atau perbuatan untuk meyakinkan

tang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan masing-

Pembuktian adalah suatd

majelis hakim ten
masing pihak yang persengketa- Tugas majelis hakim dalam kegiatan
pkan perhubungan hukum yang

i adalah meneta
clah pihak yand b

skan pihak mana yang ben

dan tindakan 1
ersengketa. Majelis hakim

ya antard kedua b

sebenam
ar dan pihak

atau memutu
nar. Dengatt De

olis hakim tentan

membert kepastian kepada maje

harus menetapkan
yang tidak be

mikian, membuktikan berarti

mana pula
g adanya peristiwa-

majelis hakim menyelidiki apakah
kum yang en]adu dasar gugatan benar-benar ada
u

ngan hukum int

pabila

suatu hubungan h
ilah yang harus terbukti, a

atau tidak. Adany? hubun

penggug?t menghe” ajelis hakim
k mengajukan alat-alat

Untuk ncapaia?l h
> 1ah pibak untu

memerintahka”? kepa

ada kedud be
an-alasannya,

guhk an dalil- .dalil atat alas

erupa; fotocopy kutipan akta

urwokerto Selatan

007,

Kecamatan P

. Urusa? .
h darl Kantor 355 /39/\/1]/2007 Tanggal 2 Juli 2

winata, Hukum Acar@ Perdata Dalam

2 petno WU

dung -

PO




puan lain. Kemudian setelah adanya jawaban

yang sah dengan perem

dal'i tergug
rgugat dan penggugat tetap dalam pendiriannya maka ac
ara

dilanjutkan dengan tahap pembuktian.

d. Tahap Pembuktian
tindakan atau perbuatan untuk meyakinkan

Pembuktian adalah suatd
-dalil yang dikemukakan masing-

tang kebenaranl dalil

majelis hakim ten
engketa. Tugas majelis hakim dalam kegiatan

masing pihak yang bers
pkan perhubungan hukum yang

dan tindakan i adalah meneta
ersengketa. Majelis hakim :

olah pihak yang ®

atau memutuskan pihak mana yang b

sebenarnya antard kedua b

enar dan pihak

harus menetapkal
mikian, membuktikan berarti

ar. Denganl De
g adanya peristiwa-
lis hakim menyelidiki apakah

| maje

njadi dasar gugatan benar-benar ada

akum yané me
ngan hukum int
yadﬂdﬁnﬂ aﬂ

suatu hubungah h
ilah yang harus terbukti, apabila

danya hubun?

at menghendaki guga

atau tidak. A
.\, dalam kasus ini majelis hakim

diselidiki it
lah p;hak untuk mengajukan alat-alat

an dalil- -dalil atau alas

penggug
yan

da kedud be
guhk

Untuk pencapaian h

memenntahkaﬂ kepadd

an-alasannya,

Jiti surat bervP? fotocopy kutipan akta
Purwokerto Selatan

t mengajuka”
ama Kecamatan
i 2007,

winata, Hulum Acard Perdata Dalam

krta

dar O¢ ripkd
da [skan 1997), him- 58

th

Teor ? Retno Wulan
Dan Praktek, (BandY

o
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Rachman dengan Asep Kusmana bin Otong Dahlan.

antara Suharti binti

Foto-Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat dari Kecamatan

Wanareja Kabupaten Cilacap Nomor : 3301164101730026, foto copy
an Akta Nikah Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi

Nomor : 1240/]01/XI

Kutip
1/2003 Tanggal 23 Desember

Kabupaten Bandung

2003 atas nama Susilowatl.
pembatalan perkawinan dengan alasan poligami

Dalam perkara ini
: 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt

tanpa izl
dalam bukti surat jelas sekali bahwa tergugat melakukan kebohongan ¥
asih jejaka sementara dia sudah menjadi |

ya mengaku ™M
pilaian majelis hakim pembuktian ini

bahwa dinn

mbatalan pernikahan, apalagi

udah cukup untuk melakukan P
rhak mengajukan) kemudian dalam

stri (Yan8 be
g hadir baik penggugat maupun tergugat, dan

dianggap S
yang melakukan i

masing—maSi
oleh tergugat dalam persidangan,

perkara ini
sehingga cukup

diakui secard jelas
pembatalan tanpa saksi. Karena
)

ba : . . . I l l

Majelis Hakim melihat pukti
Vel

cukup.3 0 :
idangan peristiwa tidak perlu dibuktikan
anya karena

Ini disebabkan diantar
gap tidak per

ang berarti bahwa kebenaran

peristiwanya .
. . oleh hakim, ¥

u diketahui atau di anggap

WT.) Tanggal 22 Oktober 2008

g, (Hakim PA.P




1993), him. 105

A

f Tahap Putusa®
Acard perdaa
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peristiwa tidak perlu dibuktikan kebenarannya, yakni dalam hal tergugat

mengakui gugatan penggugal maka peristiwa yang menjadi sengketa

ukti, karena pengakuan merupakan

yang diakui itu dianggap telah terb
g lebih

dak memerlukan pembuktian lain yan

alat bukti, sehingga ti
a dianggap telah cukup maka

hal pembuktian ini karen

musyawarah hakim.

jelas.3 ! Dalam
sidang dilanjutkan dengan

Tahap Musyawarah Hakim
n sidang, pembacaan isi gugatan dari

Setelah tahap pembukaa
tergugat dan pem

arah untuk memberikan

penggugat, jawaban puktian sclesai maka majelis

hakim mengadakan musyaw

usyawarah majelis

putusan atas

hakim dilakukan secara rahasia

perkara tersebut. M
m memerintahkan

_ Kemudian majelis haki

dan tertutup untuk umum
kepada para pihak untuk keluar sidang, atau majelis hakim menunda

engadakaﬂ putus

hakim sebelum

an dari majelis hakim.

sidang untuk m
putusaf perkara pembatalan

Dalam musyawarah
gan perkara lain (perceraian). Sebelum

ma halny2 den
asehati kepada kedua belah pihak penggugat

ukan pembatalan perk

perkawinan ini sa
elis hakim

tuk tidak melak
ak perhasil kare

. n
putusan maJ me
awinan, namun

dan tergugat W
na pihak penggugat bersikeras

oi tersebut 1id
aan dilanjutkan dengan

upaya dam

untuk melakukaﬂ

pembatalan sehinggd pemeriks

pu1:usam.3 2
Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,

1 22 Oktober 2008

£l

31 i l\/lertokuf““‘“o

Drs. Ruswanto. )

ara denga’

32 Wawanc
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Dalam pembacaan putusan, tiap penetapan dan putusan dimulai dengan

kalimat “Bz’smillahz'rrahmanirrahim” diikuti dengan “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penetapan dan putusan

dianggap dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan dalam

untuk umum (Pasal 60 Undan
gan penetapan adalah keputusan pengadilan

sidang terbuka g-Undang Nomor 3 Tahun

2006).** Yang dimaksud den
permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan

atas perkara
gatan perdasarkan adanya suatu sengketa.

pengadilan atas perkara g4

putusan dijatubkan maka putusiah hubungan mereka
z

Kemudian setelah
gai suami istri, dalam putusat pembatalan perkawinan ini dihadiri

seba,
pihak baik penggugat maupun tergugat.

oleh kedua pelah

mor : 865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt Tentang Poligami Tanpa

2. Putusan Perkara NO
Izin Pengadilan Agama.

a. Subyek Hukum
SUHART 1B

pekerjaan bUr uh, . |
:Jacap, selanjutnyd disebut sebagai

INTI ROHMAN. Umur 35 tahun, agama Islam, |
. Rt 04/ Rw. 02 Wanareja

ASEP KUSMANA BIN OTONG

a Islam, pekerjaan buruh, tempat

/ Rw 02 Berkoh, Kecamatan g




ana layaknya suami istri. Namun belum dikaruniai

sebagaim

keturunan.
istri yang bernama

3. Bahwa karena tergugat sudah punya

SUSILOWATI yang asalnya dari Bandung

h karena itu, pernikahan an

tergugat jelas melanggar ketentuan Undang-Undang perkawinan

4. Bahwa ole tara penggugat dengan

Nomor 1 Tahun 1974, karena tergugat masih punya istri sebelum

menikah dengan penggugat.

gat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

5. Bahwa pengg!

akibat perkara ini. >

arkan alasal dan dalil-dalil di atas, penggugat mohon

Berdas
qan Agama purwokerto segera memeriksa dan

etua Pengadil
ini, selanjutnyd menjatuhkan putusan yang amarnya

agar K

mengadili perkara

berbunyi :
gugatan penggugat

a. Mengabulkaﬂ
antara penggugat

at ASEP KUSMANA

DAHL AN yang dilangsungkan di Kantor Urusan

okerto Selatan Kabupaten Banyumas Pada

PurW

113 Juli 2007.
1 gl dan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Juli 2007 yang dikeluarkan oleh

usan No.

34 alinan P4
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K
antor Urusan Agama purwokerto Selatan Kabupaten Banyum
as

tidak berkekuatan hukum.

d. Menetapkan biaya perkara menurut hokum.

e. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adiinya.”
Adapun para hakim Yyang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
perkara pembatalan perkawinan adalah

Agama Purwokerto dalam

sebagai berikut :

1. Hakim Ketua Drs. Ruswanto. S
2. Hakim Anggota - Dra. Hi. Ely Nurhayati
rs. Muhyidin

3. Hakim Anggota 1:D
- Dra. Mahdjanatun

gannti

4. Panitera Peng
ari sidang penggugat dan

akim menentukan b

Setelah majelis h
a kuasa hukum dalam persidangan.

ap sendiri tanp

tergugat meﬂghad
ajelis hakim terlebih dahulu

. ukun akan tetapi tidak berhasil, kemudian

dan tergugat un
an dengad® gibacakanlah gugatan penggugat dalam

atup  unt

gan dilanutk
isinya tetap

yang tert

oh pengeug?t
pada

den
uk umum yang

persidangan

dipertahankan ol
hari dan tanggal persidangan yang

gat telah datang sendiri di

¢ dan tergv

penggUEa
acara, maka majelis hakim

p ditetapk®”
i denga? proses hukurt

tela

Persidaﬂga“' Sesu?

200 7/Pa. pwi
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telah menasehati para pihak akan tetapi tidak berhasil kemudian

dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya isinya tetap

dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengakui

kebenaran isi gugatan penggugat, dan untuk meneguhkan dalil-

mengajukan bukti surat-surat sebagai

dalil/alasan-alasanny2 penggugat

berikut :
1. Foto-copy Kutipan Akta Nikah Dari Kantor Urusan Agama
purwokerto Selatan Kab
2 Juli 2007 yang ditandai dengan P.1.

Kecamatan upaten Banyumas Nomor :
/V11/2007 Tanggal
Tanda Pendu

355/39
duk atas nama penggugat dari

5 Foto-copy Kart
atan Wanarcja
64101730026 yan
kta Nikah pari K

Kabupatent Cilacap Tanggal 07 Juli 2007

Kecam
g ditandai dengan P.2.

Nomor : 33011
antor Urusan Agama

3. Foto-copy Kutipan A
Kecamatan Cimaht Kabupaten Bandung  Nomor
1240/101 /X11/200 Tanggel 23 Desember 2003 yang ditandat
dengan P-3:
i selanjutnya ditunjuk hal-hal

eriksaan perkara

penggugat adalah sebagaimana

pada Pengadilan Agama

at mohon ke
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Puwokerto untuk membatalkan pernikahan penggugat dengan tergugat
karena tergugat masih terikat pemikahan dengan SUSILOWATI binti

RAJIYO. Berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat di

bukti (P.1) telah terd
anakan akad nikah di hadapan pejabat

persidangan dan ukti bahwa antara penggugat

dengan tergugat telah melaks

berwenang.
Dalam persidangan yang dilakukan tergugat telah hadir dan

dari penggugat dan diperkuat dengan dalil/alasan-

am bukti p.1,P.2danP.

ebut di atas maka pernikahan yang

mengakui gugatan
gat seperti dal
fakta-faktd ters

3 tersebut di atas.

alasan penggu

Berdasarkan
dan tergugat tidak memenuhi ketentuan
jo Pasal 56

un 1974 pasal 3 ayat 2]

9 Tahun 1975

patalan suatu perka\mnan diajukan oleh

pengadilan yang

7 Tahun

er ini dibebankan kepada penggugat.
jaya P

8 se urof b rundang-undangan yang berlaku

ara ini.

mpilasi Hukum

Di ndonesia Dilengkapi Kom,

1 % Anonim,
slam D Indonesia. (SY

N
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MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
5> Membatalkan perkawinan penggugat SUHARTI BINTI ROHMAN

P KUSMANA BIN O
3 Juli 2007 sebagaimana tercatat dalam

dengan ASE TONG DA:H]JAN yang

dilaksanakan pada tanggal 1

ikah Nomor : 355/39NII/2007 yang dikeluarkan

Kutipan Akta N
ecamatan Purwokerto Sel

Kantor Urusan Agama K atan Kabupaten
al 13 Juli 2007.

Akta Nikah Nomor - 355/
gama Kecamatan Purwokerto

Banyumas Tangg

an Kutipan
h Kantor Urusan A

s Menyatak 39/VI1/2007 yang

di keluarkan ole
al 13 Juli 2007 tidak

anyumas Tanges

Kabupaten B
dan harus dicoret d

ari Register

a Kecamatan purwokerto Selatan Kabupaten

penggugat untuk membayar perkara ini

uhpuluh Satu Ribu).”’
di purwokerto pada hari Senin
gal 29 Rajab 1428

ai Hakim Ketua, dengan Dra, Hj.

g. sebag
din sebagal Hakim Anggota, serta Drs.

putusan mana diucapkan

Bty Nurhayati &7
. paniter® pengg™th

—-
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. Dasar Dan Pertimbanga
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gan dihadiri oleh penggugat dan

sidang terbuka untuk umum den

dalam

tergugat.

n Hukum yang Dipakai Pengadilan Agama

adap Kasus Poligami Tanpa fzin Pengadilan Agama

gan hukum yang dip

Purwokerto Terh
akai Pengadilan Agama

Dasar dan pertimban

jandasan dalam

mcmutuskan perkara adalah Undang-

yang dijadikan
at (2) jo Pasal 56 ayat (1)

un 1974 pasal 3 ay
3 ayat (2) yané menyat
seorang suami untuk beristeri

Undang Nomor 1 Tah
ukum Islam- pasal akan bahwa

Kompilasi H
peri izin kepada

“pengadilan dapat mem

lebih dart georang apabila
» Gedangkal pasal 56 ay

ri lebih dari satu orang

bersangkutan -
«guami YaNE pendak beriste
s 38

ongadilan AT -

dikehendaki oleh pihak-pihak yang

at (1) Kompilasi Hukum Islam

menyatakan bahwa

tizindaIiP

harus mendap?
Nomor 14 Tahun 1970

Undaﬂg’U“da“g

a, memeriksa, dan

pasal 2
m adalah menerim

pokok baki

ahwa tugas
. erkara yang di

ajukannya.39
hakim haruslah pertama-

menyatakan b

perkara,
ristiwa yang diajukannya ini.

mengadili serta M

Kalau djajuka“ ke
. suatu P

menkonstatir ben
mengakw" atau membenarkan telah

Mengkonstatif berd
. kanny? tersebut. Untuk sampai pada tahap

ndo Persada,

sia, (Jakartd: RajaGrafi

38 Ibid ,
39 Cik Hasan Bisfl, Peng

|
998), him. 294

A

L ————
—
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konstatering tersebut hakim harus mempunyai kepastian akan kebenaran

an mendasarkannya kepada alat-alat bukti yang ada.

perkara tersebut deng
Setelah hakim perhasil mengkonstatit peristiwanya itu kemudian
Mengkualiﬁsir artinya menilai peristiwa yang telah

hakim mengkualifisir.
hubungan hukum apa atau yang mana,

rjadi itu termasuk

menentukan hukumny

benar-benar te
a bagi peristiwa yang telah

dengan perkataan lain
dikonstatir, dalam tahap mengkualifisir untuk menemukan hukumaya
penerapaft hukum terhadap peristiwanya. Hal ini

hakim sering melakukan
am kenyataanyd menemukan hukum tidak

udah, tetapi dal
raturan-peraturan pukum terhadap peristiwanya

kelihatannya m

sekedar menerapkal pe

kalau pefat“

ran-peratural hukumnya tidak tegas dan tidak

arus menemukan

saja, lebih-lebih
Jkim bukan lagi h

pula jelas,

hukumnya, melainkad harus ™
eristiwad polehlah dikatakan jauh lebih
onstatif peristiwé: karena mengkonstatir peristiwa
eng
ionkret sesuatt yang dapat dilihat, sedangkan
am he { ini be perarti abstrksi daripada peristiwa yang
kualifikasi d2 am
da pakekat®y? a tidak 18t
idak semata-mata lo

sukar daripada ™
berarti melihat eristivd
erarti mell P Konkret

ain daripada menilai, dan

tersebut. Men gis sifatnya

menilai merupaka? , . iwa.
onstatt’ pert

g unsul ndan g-un andang. Oleh karena itu daya

. (Yogyakarta: Liberty,

40 .
Sudigno
1998), him. 93

AN




2004) him. 124

AN
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erani menciptakan hukum

sekali peranannya. Ja harus b

cipta hakim besar

yang tidak bertentangan dengan keseluruhan sistem perundang-undangan

andangan serta kebutuhan m

g ketiga setelah mengkonstatir dan

dan yang memenuhi p asyarakat atau zaman.
Tahap terakhir atau tahap yan

mengkualifisir peristiwe, yaitu hakim harus mengko

konstitusinya.ini berarti bahwa hakim

nstituir atau memberi

menetapkan hukumnya kepada yang

Putusan pcngadilan merupakan gesuatu yang sangat diinginkan
pihak—pihak yang berperkara untuk

atau diharap-harapkan oleh
menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaiknya. Sebab dengan putusan

ut pihak—pihak

yang persengketad mengharapkan adanya

pengadilan terseb
putusan pengadilan yang benar-benar

rminkan keadilan, hakim sebagai

menciptakan ke
melaksanakan peradilan

aparatur Negara dan
sebenarnya dan

harus benar-benal mengetd

perkara yang
yran hukum yan tertulis

ang
peraturan hukum y tidak tertulis

danga®
adalah suatu pernyataan

dalam perund:amg—un

42 Artmya putdt
Adat jtu, di ucapkan di

atau Hukum
tau menyelesaikan suatu

sebagai pel ongakbi i @

g diucapkan saja

persidangan dan pertujus®

perkara atau sengketd
n Acard Perdatd,

! Qudigno, -
2 Moh. Tauﬁ

- '
——e
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juga pernyataan yang dituangkan dalam

yang disebut putusan, melainkan

dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.

bentuk tulisan
perkara di pengadilan dibedakan atas dua

Bentuk penyelesaian

macam yakni :*

1. Putusan atau vonnis

eschikking

il untuk memutusi SU
penetapan diambil berhubungan

2. Penetapan atau
atu perselisihan atau

Suatu putusan diamb

sengketa (perkara) sedangkan Suat

dengan suatu
gan gkatarl wali)

voluntair (misalnya pen
putusan hakim terdiri dari

pertimbangan-pertimbangan dari

“kepala putusan !

uamar » atau “dlktum ” | .
dan’ empat bag1an yaltu :

Suatu putusan hakim terdirn

Kepala putusarn,
Identitas paré pihak
Pertimbanga® dan
Amar.

i haruslah mem

oo o

punyai kepala pada bagian

adilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Undang Nomor 14 Tahun 1970) kepala

utorial pad? putusan

atas putusan yan
Maha Esa” (P asal 4 Kse 4 Apabila kepala
. tan ©

eri kekua

putusan jni mem

\—'/

126

AN

43 [pid, him.

- e—————.
—-
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pengadilan, maka hakim

bubuhkan pada suatu putusan

putusan ini tidak di

tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

n Peradilan Agama, tiap
“Bismillahirrahmanirrahim »  diikuti dengan

Di lingkunga penetapan dan putusan

dimulai dengan kalimat
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 57 ayat

un 1989 Tentang peradilan Agama)."s

(2) UU No. 7 Tah

- r————
—



A, ..
Analisis Terhadap Putusan P

BAB IV

§ TERHADAP PUTUSAN PERKARA

/Pdt.G/2007/PA.PWT

ANALISI
NOMOR : 865

engadilan Agama Purwokerto Nomor :

batalan Perkawinan Tanpa Izin

865/Pdt.G/2007/Pa.Pwt Tentang Pem

Pengadilan Agama.
yang berwenang

rupakan Jembagd pencari keadilan
an dan perhak me

ntu keadilan dal

Pengadilan me
mbuat putusan dan wewenang

menyelesaikan permasalah
am memutuskan perkara

ini dimiliki oleh hakim sebagai pene

kesalahan yang aka?

kedua belah pihak baik penggug?t

Pengadilan Agamd

i pertindak meneri™®
bawah, pengadilan

pengadilan in
4da tabdP awd

permohonan atau gugataﬂ pa

| dan paling

. menampung, memutus dan

A : pagal
gama bertindak S¢ a8 an oleh setiap pencari
mengadili pada taheP awal st®
ohOIlan
gilan tingkat pertama, dia

keadilan. Jadi, setiap P° .
. iqstanst peng®

(Pasal 56

menolak untuk
85

T N .

- ——
.
e
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urang jelas, melainkan wajib memeriksa dan

dali
ih bahwa hukum tidak atau k

memutusnya. (Undang-
rdata, salah satu tugas hakim adalah untuk

Dalam suatu proses pe
yang menjadi dasar gugatan

menyelidiki
yelidiki apakah suatu hubungan hukum
benar-b

enar ada atau tidak. AdanY? hubungan hukum inilah yang harus
an kemenangan dalam suatu perkara.

gat mengingink
uktikan dalil-dalilnya yang

Apabi
pabila penggugat tidak berha
tannya akan ditolak, sedangkan apabila

men
jadi dasar gugatannyd, maka gugd

berhasi
asil, gugatannya akan dﬂcabulkan.
iadi dasal gugatannya harus dibuktikan

Tidak semua dalil yang men)

sebab dah'l-dal

il yang tidak disangkal apalagi diakui
uktikan lagi. Dalam soal

k
ebenarannya,

s¢
penuhnya oleh pihak jawan, t

pe .
mbuktian tidak selalu plhak

meriks?
n untuk memberikan

da .
lilnya. Hakim yang ™€

yang be akan diva) jibka
ihak tergugat

rperkara
sebaliknyd pt

an
tara para pihak-pihak
bukti )
ukti-bukti, apakal itu pihak P enggUga t atd
P tUk lhak mana an
engan perkatadf lain hakim sendifl yang meneh p yang
ak .
an memikul beban pem jan. -
Suatu an di bil uﬂtuk memutUSkaﬂ suatu perSellSlhan atau
atu putus i
s disertal pertimbangan
Sengketa (perkara) Dalam pemutusaﬂ perkar@ e g
| . 1 entang duduk perkara
atau alasan-alasan dalam utusan yaity P rtimba"®
\'_'/// it AP (UUR]N. 3 Th 20006)
- dahg
. e s o A e b v i Hukum Acard Perdaid Dalam
Smar Grafika, 200 ), him 55 Ikandaf peripk artawmata,
prne aand S“'aﬁ;ﬁdi?mzju, day -+

Te,
(rld
an Praktek. (Banduhs

N
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ya.Pasal 184 HIR /195 RBG/23 UU No.

da .
n pertimbangan tentang hukumn

14/191
0 menentukan bahwa setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata

ban dengan jelas.
ar dari putusan hakim.

;. iingkasan dan jawa
c. p]asa"'a]asaﬂ yang dipakai sebagai das
d putusa“ pengadilan mengenai poko perkara.
¢ Putusan tentang besarnya biaya perkard '

. Putusan memuat keterangan apakah Kedua belah pihak hadir atau tidak
| an Undang-Undang yang

pada waktu putusan dijatuhkan
an berdasarkan peratur;
1 an.’

f .
Apabila putusan dijatu
pasti, maka peraturan tersebu

tersebut diata

ak semua

k jelas bahwa tid

Dari hal-hal

hal yang telah terjadi di persidarlgaﬂ

hal itu dimuat dengah lengkaP di
sebenar™®

memuat dengan lengkaP

persidangan.

Oleh karend itu,

dUdUknya perkara“ c ukup apabi a

digugat

esuatt yang diterangkan dal
ara” segerd dimul

menunjuk kepada segald °
wgentan qudukn¥® pef

t
entang apa Yang

Adalah salah apabil®
Mmemuat petitum-

Kenyataan yang
ind ﬂda]ah b

perkar: 6I'kawl n
a pembatalan | % ¢ dan ergus

sebelum menikah deng®®

.. . :cte
dirinya sudah memp"“ya] ist

\__/

3 Ibid, him. 114

L.
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pernikahannyd dengan penggugat

pen '
ggugat sebelum menikah. Sehingga
g dilakukan tidak se

, yaitu adanya izin d

suai dengan peraturan

meru .
pakan poligami yan
ari Pengadilan

perundang-undangan
adilan

salinan putusan Penga

A
gama. Sebagimana yang

oNo: 865/Pdt. G/20
an tergugat

2007, penggugat deng
pegawai Pencatat Nikah

Agama Purwokert

a. B
ahwa pada tanggal 13 Juli

pemikahan yan
a chamata“
ah No omor -

g dicatat oleh

melangsungkan
purwokerto Selatan Kabupaten

Kantor Urusan AgaM
/39NII/2007 Tanggal 13

an Akta Nik

. 355

Banyumas (Kutip

Juli 2007)

tinggal di
pari da9 sejak

orang tua tergugat selama 3

penggugat pamit pulans
gelam?

sekarang | minggy

tergugat telah hidup ruk

belum

C.
Bahwa karend rergugat

asalnya dari Bandung
an Nomor 1 Tabhun

d. Bahwa oleh karend it
Undﬂl‘g'u

gal keten

1974, karend ergug®

jelas melang

penggugat.
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lebih dari seorang apab
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p membayar seluruh biaya yang timbul akibat

e. Bahwa penggugat sanggt

perkara ini.*
penggugat dengan tegugat telah melangsungkan

Oleh karena antara
sementara tergugat

perwenang (sah)

dapan pejabat yang
pernah diceraikan. Maka

perkawinan di ha
g sah yang belum

rupakan poligam Y&
dengan ketentuan S

sudah mempunyai istri yan
g dalam Undang-

perkawinnya dengan penggugat me
yarat-syarat

undang dapat dibatalkan karena tidak sesual
. jzin kepada

dapat member!
dikehe

seorang suami untuk

ihak-pihak yang

poligami. Pengadilan
ndaki oleh pib

beristri lebih dari seorang apabila

Menurut Undang-undant

rosedur da

Agama. Karena P
keabsahannya harus men
adalah izin Pengadila® Agamé

. Oleh peng

pollgam

Dasar pemberia™ izif

Pasal 4 ayat (2) Und2?
berikut :

zin kePd
Pengadilan Agama membenka "

A Isteri tidak dapat

isten tidak dapat

65/1) dt ,kaw”’a” D J

[s[q

AN

* Salinan Put san No -

S Pt i

(Surabaya Arkola. tt) him-
S Ibid, him. 6

[
-
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zin melakukan poligami di
tujuan pokok

tikan alasan pemberian i

ya mengacu kepada

Apabila diperha
atas dapat dipahami bahwa alasann
aitu membentuk rum
aha Esa. Apabila ti
apat dianggap rumah tangga

(mawaddah dan

ah tangga yans bahagia dan

pelaksanaan perkawinan y
ga alasan yang

kek
ekal berdasarkan ketuhanan Yang M

di : :
isebutkan diatas menimpa guami ister! maka d
1akan keluarg? bahagia

te :
rsebut tidak akan mampu mencip

T
akhmah).” Pasal 5 Undang-U
an beristri lebil dari seorang

Persyaratan terhadap seoral

pengadilan Agama

honan kep@ -
e ayat (1) Undaﬂg'““da“g ini harus -

sebagai berikut

dapat menga ukan P°
P g Jd {am pasal 4

Ze.bagaimana di maksu P erikut
ipenuhi syarat-S arat sebagdl v~ . . arinya-
) AdanyZ perse¥ujuan ‘isterl/lstef!’lS::a?nl::;ill menjam!
b) Adanya kepastiaﬂ Wa Sana _anakK mereka: R
keperluan hidup ‘Sm-lstﬂ dﬂn adil te adap {steri-istert
¢) Adanya jaminan wa guami o
2) Pe dan anak-anak m¢ akéu 4 pa pasal 1n
ersetujuan yang & abila 1 ,
diperlukan bagi seorang ,susg‘;a Sgn idak dapet menjadi P!
mungkin di mintal perset™ JL;;aada kabar dari isteri®y® 5¢
perjanjian atau apablla tida
kurangnya 2 (dud) tahutts %
mendapat penilaia” ha
mengat

Ketentuan hukum

Seperti telah diuraika”

me]angsungkan p()llgaml
terhadap ketentua? pas

7
himy_ 4., Zainuddin Al
i siona
er Nasloﬂa’

8
{,(]Ompila ~ Anonim, {
m ]57‘9’ Hukum Islam

A
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Pwt tentang poligami

Dalam perkara Nomor 865/Pdt.G/2007/Pa.

perkara ini tergugat sebagai

tan
pa izin Pengadilan Agama karena dalam
am melakukan poligami

pelak - .
u poligami tidak mmenuhi syarat-syarat dal
pasal 22 Undang-Undang Nomor 1

an. Sesuai dengan
apabila para pihak tidak

b
ehingga dapat dibatalk
dapat dibatalkan 2

Tah
un 1974 bahwa perkawina?

untuk melangsungkan perkawman
itu adanya

arat tersebut  Yal
ah melakukan penipuan

yang dilaksanakan di Kantor

tan Kabupaten Banyumas
pernah bercerai

m .
emenuhi syarat-syarat
Selain tidak terpenuhiny? syarat-sy

Persetujuan dari Pengadila
kedua kalinyd

b
ahwa dalam pernikahan yan&
erto S¢€id la

U
rusan Agama Kecamatan purwok
alia telah menikah dan

pelum

QWATI ya1s asalnya dari

B
andung, Sehingga 1€

diri
M maka perkawinanya dap
pahwa sal

dijelaskan dalam huk

dibatalkan suatu perkawiﬂ

dllakukan dengan penipuan, p .
da wekt menik

Pria mengaku sebagai jejakd P

te arti telah mel
Myata ia telah perister dan

: ami tanp

identitas diri, sehing&? terjad’ polie

. . ij,
1An0mm Jhid - him 12 Waf]‘)’ hibah, a
M "8adj, ® Bahder Joha" asutlc;;; . s, ,
"ndar ltl/ln agama tentavg perkan '
aju, 1097), him. 27°

N
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Dalam '

| hal penipuan mengenai identitas diri yang dilakukan oleh
, penggugat sama sekali tidak mengetahul bahwa tergugat sudah
um diceraikan, sehingga terjadilah

yang sah dan bel
yang merup

| 1 L
memiliki isteri
edua

perkawi

inan dengan penggugat akan perkawinan k
a diperkuat dengan
persidangan te

jawabannya ter
maka majeiis hakim

gat tentang apa

pengakuan tergy

( ] , i
POhLaml). Selain 1tuy, _]Ug idak meIIlbaﬂtah
@ reg ugat t1

Yang di
g digugatkan kepadanya: Dalam
gugat mengakul

|
isi puo .
gugatan dart penggugat karend dala

| me
nganggap cukup D

| dari
j Il
tergugat, penggugat jugd
kawinan yang d

|
Bah
‘ wa terhadap perkard jelaslah
11 bintl RAHMAN dengan tergugad

Pengo
nggugat yang bernamé suU

K
USMANA bin OTON

Persyaratan dalam melak?<®” polie

| P .
engadilan Agama.

Pa
L5 KOmplIaSI Hukum
%) Sua 1 darl gati
mi yang hendak b nsterl |
m urut
b) gzn Pengadilan Agame . o ayal (1) g;lal:l’(;lké?im :}?NO
ngajuan permo on an izt '
tgat]? cara Segagalmana diat
ahun 1975 i
¢) Perkawianan ¥2n& dilakukaﬁa‘ﬁ:g,
tanpa izin dari peng? g
h berlangsui‘
undané”

11
Depag RI,

B
E]-nb‘
i
Naan K elembagaan

)
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embatalkan pernikahan

an Agama dapat m
yang perkepentingan.
m dan bisa dibatalkan oleh

te
ntang perkawinan. Pengadil
Dengan

terseb
ut atas permohonan pihak—pihak
dem' :

ikian, suatu perkawinan bisa batal demi huku

Pengadilan.

Setelah penulis menganalisis terjadiny?
KHMAN dengan A
sesuai dengan

dilakukan oleh SUHARTI binti RO

pelaksanaanya memang tidak

ntukan- Pada pcrkawinan antara penggt
ptukan dalam Undang-

pelakasanadn

oT
ONG DAHLAN, pada
gat

Peraturan hukum yang telah dite

dur yang dite

d
Chgan tergugat tidak melalui prose

U
ndang yang mana dalam PET

Poligami harus mendapat izin
te
Tsebut tidak dilaksanaka® a
. . pukum sehin
Perkawinannya tidak mempuﬂya‘

d )
apat dibatalkan.
ma

Putusan pengadila®
ombatald”®

865/Pqt G/2007/Pa PWt rentang

Pengadilan Agama akhimy? majel’®
(SUHA menyatakan
RTI binti ROKHMA ’ G DAHLAN) yang
A in
dengan tergugat (ASEP 7 di Kantof Urusan
(ange?
K abupaten BanyuIﬂaS

di -
laksanakan perkav\m‘ﬂ“n
okert© .
rkawid

Agam K mat
a Purwokerto ecd

2007
omor - 355/39/‘/“/

(Kutipan Akta Nikah N

— |



Undang—Undang yan

tidak sesuai
sesuai dengan ketentuan

beristeri lebih dari seorang.

S€0 .
rang suami yang akan

sejalan dan sesuai

Keputusan majelis hakim tersebut menurut penulis
aku. Dalam pelaksaan

deng
ngan ketentuan Pcrundang—undangan yang berl
Jan dengan keadaan orang

ami telah seja

Undang-Undang tentang polig
Indonesia Akan tetapi semua itU rembali kepada plhak-pihak yang
n tersebut. Akan melaksanakan atau mengabaikan,
i contoh kepada

m ]
elaksanakan peraturd

Sebagai pihak yang

Warg .
rga masyarakat Yans tidak

U
ndang-Undang dapat giminimalka™
 Janakan oleh pihak-

Dalam perkara i
q adanyd p
pihak, karl

Yang

ng berperkara karen
S

emua kembali kepadd P2

m )
e]akukan gugatan perda‘[a Sa_']a.

Pu;wokerto

Dalam pengadilal Agam?

Perkawinan men genai -poli gam
. dilan Agamd
jgami bukan

l .
ebih sedikit yang mas

ur tanganl .
. men?d 1

dilibatkan camp
adi tetap? jue? o
’ Tanpd ¥

Se ;
Mata-mata urusa pr!

Yakni L3
kni harus ada 1Z10

Perkawinannya dianggap pe

Meskipun perkawin” dilaksa™

12
Wawancara Den

-y
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persidangan selain bukti

i-bukti yang terdapat dalam

tertuli o .
ulis yang dijadikan alasan oleh penggugat ke Pengadilan A

gatan dari peng

Berdasarkan bukt
gama, tergugat

juga membenarkan semua gY gugat. Sehingga cukup bagi

majeli .

ajelis hakim untuk memutuskan pe

ara penggugat (

dengan tergugat (ASEP KUSMANA bin OTONG
al 13 Juli 2007

pada tangg
Kabupatett Banyumas

m
embatalkan perkawinan ant

DAHLAN) yang telah

melaksanakan perkawinann ya di Kantor Urusan
Agama Purwokerto Kecamatan PurWOKerto Selatant

; 5/39NII/2007 yang
dan menyatakan kutipan akta . ¥

g
ikeluarkan oleh Kantor Urusan

Purwokerto Selat

Penggugat untuk membayd’

Puluh saty ribu rupiah) "
rusan Hakim

Aualisis Terhadap Dasar
Dalam Memutuska® per
Sebelum phakim ™
- 'ak“kan ag?" da
Perkara sebenarny?- ak yang
ar '365u

Meluruskan perkaraﬂya

13
Putusan Perkar

'
—-
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bil oleh hakim sangat

yang diam

itu i
pert
imbangan dan berbagai sumber

pentin -
g untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

Kasus pembatalan pe
MANA bin OTONG

gat ASEP p KUS

terjadi
i dengan diawali perbuatan tergy

kedua
sebagai pihak penggugat

me
ngetahui bahwa tergugat m
, perlangsung pengsé

dicer i
aikan. Namun setelah perkawm
: perkawinan dengan

Mme .
ngetahui bahwa tergugat

SUS
ILOWATI! yang asalnyad

m
elanggar ketentuan Un dang-Un ndang P ka

Kemudian S T1 bintt RO
sebut memoh©” md

sah
dalam perkawina? ter
e .
ngajukan gugatanny? ke
a » dilan A
ng berwenang dala™ perkar® pené?

dal )
am diktum putusanﬂy
, Nikah Nomor~ -
urwokeﬂo Selatan

d
engan tergugat dan m yatak
n AZ am3 Kecam

di
keluarkan oleh Kantor
Juli

K
abupaten Banyumas ta!’lggal

h
Ukum dan harus dicort
(aboP®" -
dang perkawin®h

K
ecamatan Purwoke™™” sel?

sesua

y .
ang dijaksanakan tidak

e !
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m dalam memutuskan perkara

gambilan putusan haki

majelis hakim Yyan

Dasar pen
g merupakan konsep

te
rsebut adalah keyakinan dari
rsebut dilatar

ana pembatalan te

tuhkan putusan dim
engadilan Agama yang

hukum dalam menja
bel .
akangi oleh adanya poligami qanpa izin P

g
ilakukan oleh tergugat A

HMAN. Hal ini lebi
etahui bahwa tergugat

kedua meng

an 0rang Jain. Seperti

- .ebutkan di atas.

pe
nggugat SUHARTI pinti RO

¢ selaku istri
yang diatur

fa .
kta di mana penggug?

sebe . .
namya masih terikat perkawi?

da
lam Pasal 56 Kompilasi B

Sedangkan poligam! yan

K
USMANA bin OTONG DAHLAN

56
ayat (1) dimana guami yang

m
endapat izin dar pengadila®

Pasal 57 Kom ilasi H
S::)? a memberikan izi‘:l kcpada georan
a [ang apablla .
b ISte.r i tidak dapat M®
3 stri mendapat cacat bd
. Isteri tidak dapat ™° irkan K€ N
im dala® memutus pe
1an AgAM? Karena

ajelis

njalan

Pertimbangan ™
Perkawinan denga®
tidak sesuai denga? Un
dan Pasa 56 ayat (D

Pertimbangan rersebut ¢

g T han

l 14
T&hun Anonim, {/ndang”
1974 Pasal 4

A
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g-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Syarat-syarat yang ditentukan dalam Undan
pilasi Hukum Islam .

a Pasal 27 ayat 1 ju
ternyata terdapat larangan

tentang
tang perkawinan maupun Korm
ga disebutkan :

Dalam Peraturan Menteri Agam

“A a . '
pabila pernikahan telah berlangsung kemudian

e
nurut hukum munak

perkawi
awinan maka, pengadilan Agama da

ters
ebut atas permohonan pihak—piha](”

Un
dang-Undang No | Tahun 1974.”

Berdasarkan ketentuan hukum ¥ an
an tersebllta

Seb .
agal pedoman dalam Putys

huk
um tersebut telah sesuai deng

be
rlaku.Dasar hukum yané digu?
ilakukan 018 P

pe
rmasalahan izin poliga™ 7"
mem
o ari peng?

D .
engan terjadiny? polig?

"
llakukan oleh pihak yang
da P:
Pembatalan karena pela"ggaran terh® '
pasél

S .
¢hingga menurut pasal 7l
rang

Pernikahan dapat dibata]ka“
tanpa izin dari Pengad“a“ g™

Perkﬂ”’j”m N

15
Sudarsono, Hukum
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ana telah diuraikan di atas bahwa suatd pembatalan

Sebagaim

Perkawinan dapat ditetapkan jika perkawinan jtu tidak memenuhi apa yang
ang di persyaratkan oleh Undang-

di
ipersyaratkan oleh agama maupun ¥
awinan dapat dibatalkan jika tidak m

u .
ndang yang berlaku. jadi perk emen
Syarat-syarat yang dit
Fi

igh ‘Ala Al-Mad=ahib Al-Ar

Rofiq sebagai berikut : &
]/o o}»‘g ° o 4 “.P ’b Mﬁ‘ . ‘
QSJ » ‘ \g_j\), .lpbf‘g}’i C
LG,OS’ Jb \J -"'" 2l , U ‘U )‘

vy g
i salah sat¥ syarat-

A .
finya : “Nikah fasid

Dalam Hukum [slam f
nal dengdl istilah fasakD-
itu hakim setel

"

llemukan, akan tetapl i

L -akketlgay

dasarnya terjadi atas inisiatil pib
nan ¥

tan Y27

Mengetahui bahwa perkaw!

kesalahan, Seperti tidak ™M

Pada girj suami at8¢ jstert o
erkawman

adiny? fas 1. Se
Dari segi 218s%" teﬂadl ’ . oJaska” pad? BAP .
telah K dalam kategon

kepada dua sebab sepert!

Pembatalan perkawiﬂa“
e ek

hy 16
M. 146 Ahmad Rofig

W
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perkawinan yang sebelumnya

yang pertama. Yakni,
dian tidak memenuhi
n tentang syaratiy

membenarkan terjadinya

ala ' h
san terjadinya fasak
persyaratan yang

telah
berlangsung ternyala kemu
a, atau pada

diten
tu ' m
kan, baik tentang rukun, maupy

per i
kawinan tersebut tcrjadi
dengan fasakh.

perk
awinan. Bentuk seperti }
annya d] pengadllan harus

sakh ini dari segi
masmg-masmg pihak

k suami atau jstri atas

Kategori fa
as dasar

adan
ya pengaduan dar piha
galam arti bile

tidak .
menginginkan kelangsunga”

ked 1
uanya setuju atau el untuk melanjutk®®
ti
dak harys dibatalkan.’’
alam hampir gemuad

Fasakh yang banyaK

ad
alah fasakh yang giscbabka® ole

sSuami
ami atau istri at@Y kcduanya
nikah dalam

dil
anjutkannya ikatan pe erkaw!

"
isebutkan mengenai 2°
dalam
. Sedang](an izin

tanna i
pa izin Pengadila® Agam®
. pany
perpoli€’ P
, paik 7

b
agi seorang Yaré ing!”
jslar® yan

P
engadilan Agamd tidak @ .
jlas! i
a]'Had"S. Se dan gka,n dalam komp d eSia menentukan Syafat
oné>"’
]ama In
fUmusan dari pemikiraﬂ 2 O —
] donesla
ind? sl 5;11.”243

Undang Perkawi?
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an kondisi masyarakat Indonesia dan

Syarat ' ‘
poligami menyesuaikan deng

an di Indonesia yaitu selain

disesu 1
aikan dengan Undang-Undang Perkawin

keadi
ilan sebagai syarat utaméd dalam

juga
ga menentukan adanya izin dari pengadilan

Poligami.
rkawinan pun

pembatalaﬂ pe

pencegahana
an umum dengan

dan ketcrtib

Sama halnya dengan
jalan

stian hukum
demikian

dia
rahkan kepada kepa
a. Dengal

yakni
s berdasar putusan

cam
pur tangan penguasd.

bat
alnya suatu perkawina? paru sah

pe :
ngadilan yang telah memperolch kekuata? h

Penjelasan yans telah di ungk?

m .
thgenai proses hubunga® perka®®

' . stl'l dalam pro €
Yang berwenang. Oleh karend itu, 5 j atav !

pe .
tkawinan di Pengadil®” Agam@

. gimaksudk®”
giatur ©
serta

Pergaulan, Hal in
[slam y :
dan kepenting®”

h
ukum [slam. Garis huku™

h
k[l adatah meli™"
. kawiﬂa-“ yané

k
€pada anak-anakny?

18 ,, .
Ibid, him. 60

W
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an Tanpa Izin Pengadilan

C Aki
kibat Hukum Dari Pembatalan Perkawin

Agama
erlaku tidak

Dalam Huku
batalan perkawinan tanpa

akibat hukum pem

dije mengen '
jelaskan secara rinci menge at
pembatalan

i .
zn Pengadilan Agam

Perkawinan maka putuslah hubungan suami

Berdasarkan fakta-faktd dan

m -
aka majelis hakim memutus
da :

lam sidang terbuka ntuk umum

ad
anya putusan perkara tcrsebut

1

- Mengabulkan gugatall penge" g

ka3 ang diungk?

pembatalan perkaWin®® torseP! :
. adJ mateﬂ gu g

meyakinkan segala hal Ya"€ mery

Berdasarkan fakta-

diajukan oleh penggugﬂ

didalam persidang?®” y
. ang

mempunyai ister! yang ™

dari Bandung sebelv™ .. paki®

RAHMAN. Dala™ pal i04 ajel® gange ©
. S

damai yang dilak g

j af
mendamai kembs!
aikan ) d;’lakukaﬁ

tergugat. Sehingg? gu

. ——
—~—ry—e
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dik
abulkan. Sejak dibatalk

pembatalan ini."”

t .
egugat tidak ada anak

akibat
atau dampaknya kepada anak yang

s
udah ada anak maka

Dal
am hal adanya pengajua“

berh
ak mengajukan pembatalan perkaW!

ol
eh Pengadilan Agama.
um tetap dan ber]

A
gama tersebut mempu?

berl
angsungnya perkawinaﬂ'
i gtau istri murtad

surut terhadap -
a. Perkawi alah sa¥ dari $
b A awinan yans patal karena§ : put
: ] ot kawina? terseOt
nak-anak yang dllah}fka“ (ri::rek a memperoleh hak-hak sebelum
an mempunyai kekuata?l hukum

c. Pi
Pihak ketig2 sepania
keputusan pembatala“ PefkaWI

ubungan

Dan batalny? suatd

tara anak den

2.
Membatalkan pefkawinaﬂ
gin
diajuke” oiob PP
: oejabet Negara Y278 berwena2

hukum an

Dalam perkard ini g8
o im s
Oktober 2008

19
Wawancarad peng?” ~ on
U )
i)

en w

M. Badil Bahder Joha"

angy, I\‘/’1"./11‘»,'am Tentang ¥ erka” ind’
aju, 1997), bim. 2 inat 48

A
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adili perkara perdata tertentu untuk menjatuhkan

m .
emeriksa dan meng

am surat gugatan.

' yang termuat dal
fakta-fakta

putus i
an sebagaimana “petitum'

Selan;
njutnya dalam acard pemeriksaaf elah terbukti s6C8r sah
rurai dalam posita surat gugatan: s

ang diajuka™

sebagaimana te

membatalkan peckawinan ¥
h baik dalam
ya halanga“

Bila terjadi fasak

perkawinan atau terdapat’

melanjutkan perkawinan, tcrjadilah

i akh itu
hukum yang ditimbulkan oleh pﬂWS“)’a an SecB™? fasalch |
adalah suami tidak poleh ruju’ kepad? m

menjalani masa iddah, ole

bersatatus “baif sugra
i terhadaP 15

menghilangkan eIl
menghilangkan® Kehalala? pekas suam

, dakan ak

bolch

bekas istri. Artiny? bekas suafl
. ya mau

dengan bekas it bai
suafni

masa iddahnya.’ I gila mant®

nikah kembali- ey
e ta

—-
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Jmi tertap mempunyai hak

i sebgai suami jstri su

nant;
antinya mercka kembal

talak tiga (3) kali .
rkawinan

disebabkatt oleh pe

at padanya halangat

yang tidak memen

perkawinan. Kedud disebabkan te;jadiny

dalam bentuk putusny?
diatur U“df‘“g"mdang
- 33530/VIV2007 Y2

bentuk pertama
Nikah
tan Purwokerto

- Menyatakan kutipan Akta

dikeluarkan oleh Kantor Urusa?

Kabupaten Banyuma® tané

hukum dan harus dicoret dan da
I(abupaten

erto 51
_1:c haki®

Kecamatan purwok
Setelah gugata dikabulkaﬂ oleh
ngg“gat .

dak mcmpuﬂyal

perkawinan antard pe
opti
. S .
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